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ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh siapapaun karena
termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia
dan hukum pidana Islam. Pelecehan seksual diera sekarang tidak memandang bulu dapat
terjadi oleh semua orang baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, tua-muda bahkan bisa
menyerang anak-anak dibawah umur yang masih dilindungi oleh payung hukum. Tindakan
pelecehan seksual merupakan mengintimidasi lawan yang lemah serta merendahkan harkat
dan martabat seseorang.

Penelitian ini hendak mencari jawaban atas dua permasalahan, vyaitu: 1)
Bagaimanakah tinjauan hukum pidana positif terhadap kejahatan pelecehan seksual yang
dilakukan oleh di Indonesia? 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan
pelecehan seksual yang dilakukan oleh di Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (Library research) dengan menggunakan
metode dekriptif analisis dimana data yang diperoleh dari sumber data primer yaitu literatur
yang berkaitan dengan tindak kejahatan pelecehan seksual. Adapun bahan pelengkap dari
kitab-kitab figh yang terkait.

Hasil penelitian menujukan bahwa: 1) Kejahatan pelecehan seksual yang belum
memiliki kekuatan hukum yang pasti berkaitan dengan pelecehan seksual non-fisik yang
masih dianggap biasa karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur secara tegas
pelecenan seksual non-fisik. 2) pelecehan seksual dalam hukum Islam termasuk dalam
jarimah ta’zir yang penjatuhan hukumannya ditetapkan oleh penguasa yang berupa hukuman
baik itu didera ataupun diasingkan.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat perubahan yang sangat
begitu signifikan terhadap masyarakat Indonesia seperti cara berpikir yang lebih baik,
teknologi yang semakin canggih membuat semua manusia berebut untuk menjadi
yang paling kuat dan tangguh. Dengan keadaan seperti itu, seluruh manusia berlomba
untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya dan sebagian orang
yang tercekik karena perkembangan zaman yang semakin maju, kemampuan yang
terbatas dan perekonomian yang lemah memilih jalan pintas untuk mencukupi
kehidupan harinnya dengan tindakan melawan hukum salah satunya yaitu melakukan
pencurian, perampokan, bahkan melakukan pelecehan seksual guna memuaskan
nafsunya, hal ini mengakibatkan kerugian dan trauma bagi masyarakat.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang
(hukum) dan diancam dengan sanksi bila melanggar larangan tersebut. Hal-hal atau
tindakan yang tidak tertulis atau tercantum dalam Undang-Undang namun perbuatan
tersebut dalam pandangan masyarakat merupakan tidak baik, maka tidak bisa
dikatakan perbuatan kejahatan.! Dengan adanya teknologi Informasi yang semkin
maju di era ini, tak menutup kemungkinan banyaknya kejahatan-kejahatan yang
timbul ke permukaan, misalnya dengan adanya alat komunikasi seseorang bisa
melakukan aksi penipuan, pembullyan, menyebarkan berita hoax bahkan
menyabarkan hal-hal yang tidak sepantasnya seperti gambar-gambar maupun video
porno yang mengandung unsur pelecehan seksual dan pada akhirnya merusak moral

bangsa.

Pelecehan seksual yaitu suatu perbuatan yang tidak senonoh yang berkaitan
dengan seks, yang dilakukan oleh sepihak (pelaku) kepada pihak incarannya yang
tidak mengharapkan hal tersebut timbul rasa malu, marah, tersinggung karena ia
merupakan korban dari pelecehan seksual. Pelcehan seksual di Indonesia sendiri
bukanlah hal yang baru karena hampir setiap harinya di berbagai kota di Indonesia

! Anang Priyanto, Kriminologi, 2012, (Yogyakarta:Penerbit Ombak), hal. 76.
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mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut. Yang dimaksud dengan
pelecehan seksual bukan hanya melakukan hubungan suami istri pada umumnya, akan
tetapi perbuatan seperti bersiul, mencolek, meraba-raba dan sebagainya juga
merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri terjadi bukan
hanya ditempat-tempat sepi, melainkan bisa terjadi dimanapun, seperti dikendaraan
umum, jembatan layang, di lingkungan kerja, bahkan di lingkungan sekolah.
Persoalan mengenai pelecehan seksual sendiri menjadi PR besar bagi para penegak
hukum untuk memberantas kejahatan tersebut, karena jika dibiarkan begitu saja maka
akan semakin banyak jumlah korban yang berjatuhan dan para pelaku semakin

merajalela melakukan aksinya.

Tindakan pelecehan seksual memiliki jenis yang cakupannya luas, berikut

adalah lima bentuk pelecehan seksual, yaitu:

1. Pelecehan fisik yang berupa sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah
pada perbuatan seksual seperti mencium, melirik, mencubit.

2. Pelecehan lisan, yaitu pelecehan yang dilakukan secara verbal termasuk
komentar yang tidak diinginkan dalam kehidupan pribadi seperti
mengolok-olok bentuk tubuh atau penampilan seseorang.

3. Pelecehan isyarat yaitu pelecehan berupa bahasa tubuh yang berkonotasi
seksual yang berupa kerlingan mata, menggerakan jari berulang-ulang,
serta menjilat bibir.

4. Pelecehan tertulis atau gambar yang menampilkan pornografi, video seks,
pelecehan melalui alat elektronik lainnya dalam media sosial manapun
yang menayangkan pornografi.

5. Pelecehan psikologis atau secara emosional yang terdiri atas permintaan
atau ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan dan tidak
diharapkan, penghinaan dan celaan yang berkonotasi seksual.

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang tidak dibenarkan karena
peerbuatan yang bersifat senonoh dan harus diberikan hukuman yang pantas bagi para
pelakunya. Pelecehan seksual sendiri memiliki arti yang serupa dengan kejahatan
kesusilaan yang tercantum dalam KUHP buku ke-dua Bab XIV berkaitan dengan
kejahatan kesusilaan dan buku ke-tiga Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan.

Dijelaskan pula dalam pasal 281 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling
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lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ

bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Kesopanan disini dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan
dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini,

maka orang itu harus:

a. Sengaja merusak kesopanan dimuka umum, artinya perbuatan merusak
kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau
didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, dan sebagainya.

b. Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang hadir di situ tidak

dengan kemauannya sendiri (R. Soesilo, 1991:204).

Kesusilaan yang dirusak ini sebenarnya apa yang dirasakan sebagai kesusilaan
oleh segenap masyarakat tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa kini tersinggung rasa
susila dari kita semua (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 111). Untuk itu diperlukannya
hukum yang bersifat kuat dan tegas. Hukum sebagai kumpulan peraturan yang
memiliki isi bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang boleh
dilakukan serta menemukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada
kaedah-kaedah. Selain itu hukum juga mengatur hubungan hukum yang berarti
hubungan hukum sendiri terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat

serta antara individu itu sendiri. Ikatan tersubut tercermin pada hak dan kewajiban.®

Pelecehan seksual biasa menimpa korban perempuan baik dewasa maupun
anak-anak, karena pada dasarnya wanita merupakan makhluk yang lemah diantara
laki-laki yang memiliki kekuatan lebih sehingga para lelaki lebih memiliki kekuasaan
atau pun tenaga yang lebih untuk memperdaya perempuan khususnya oknum-oknum
kejahatan. Sejatinya perempuan adalah makhluk yang harus dilindungi bahkan dalam

Islam perempuan memiliki kedudukan yang paling baik sehingga harus dihargai.

2 Moeljatno, KUHP, 2008, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 102.
® Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 2007, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta),
hal. 40.
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Pelecehan seksual sendiri bukan hanya menyentuh alat vital saja melainkan bersiul,

mencolek, memberi pandangan mesum juga termasuk perbuatan pelecehan seksual.

Tindak pelecehan seksual tidak dapat dibenarkan baik dalam hukum positif
maupun negatif. Hal inilah yang menjadi dasar alasan manusia membutuhkan suatu
aturan dan tatanan yang dapat mengatur hubungan di antara manusia. Semakin
banyaknya manusia dan kompleks permasalahan yang ada, aturan-aturanya semakin
sulit dan rumit sehingga membutuhkan berbagai pihak untuk  membuat,
melaksanakan dan menegakan hukum agat terciptanya ketertiban dan keteraturan
dalam masyarakat.* Permasalahan yang muncul ke permukaan yang lebih sulit dan
rumit setiap harinya menjadi pr besar bagi kita semua untuk menanggulangi tindak
kejahatan, untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai

usaha semua kekuatan bangsa, menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, diantaranya:

Pertama, aparatur negara seperti polisi, hakim dan jaksa yang memiliki fungsi
penegakan yang memilik sifat berbeda namun satu cita-cita yaitu terciptanya hukum
yang bersifat adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi memiliki tugas
mengatur melaksanakan penegakan hukumn dimasyarakat, hakim sebagai pemutus
kepeutusan yang adil, serta jaksa institusi penuntutan negara yang melanggar hukum

dan diajukan oleh polisi.

Kedua, pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat
untuk membantu masyarakat yang buta hukum lebih mengerti sehingga dalam proses
peradilan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan
kewajiban dan keputusan pengadilan yang dibuat mengacu pada kebenaran, keadilan

yang dilandasi oleh kehornatan manusia tas manusia.

Ketiga, para eksekutif pegawai pemerintah yang memiliki beraneka macam
fungsi dan tugas kewajiban sampai pada para penyelenggara yang memiliki
kekuasaan politik (legislatif).

Keempat, masyarakat pengguna jasa hukum yang mencari keadilan.®

* Suharto dan Joenadi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses
Penyelidikan dan Persidangan, 2013, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 3.
® Muhammad Sadi, Pengantar llmu Hukum, 2015, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 166.
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Dilihat dari skematis tata hukum dibedakan menjadi tiga sistem penegakan
hukum vyaitu penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana dan sistem
penegakan hukum administrasi, selain itu terdapat pula sistem sanksi hukum perdata,
sanksi hukum perdata, dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara).
Ketiga penegak hukum tersebut di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan
negara atau alat penegak hukum yang memiliki tugas masing-masing.® Dalam hukum
pidana yang dijelaskan oleh Kadri Husin bahwa sistem pengendalian kejahatan yang
dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan lembaga kemasyarakatan.
Sedangkan menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakkan
hukum pidana, baik hukum substansif, hukum pidana formil atau hukum pelaksanaan
pidana, sehingga terlihat keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem
peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

pemasyarakatan.’

Dari permasalahan diatas dapat dijelaskan bahwa Indonesia memerlukan
hukum vyang tegas untuk menjerat pelaku-pelaku kejahatan yang merugikan
masyarakat. Dengan adanya penegak hukum dan hukum yang kuat untuk memberikan
sanksi atau hukuman yang lebih sepadan dengan perbuatannya diharapkan mampu
mengurangi angka kriminalitas di Indonesia. Berangkat dari permasalahan ini perlu
kiranya dan layak untuk ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ilmiah tentang:
“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual

Di Indonesia”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka agar arah penelitian ini menjadi jelas
perlu dirumuskan permasalahannya. Adapun rumusan permasalahan yang hendak
diteliti adalah:
1. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana positif terhadap kejahatan
pelecehan seksual di Indonesia?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan pelecehan

seksual di Indonesia?

® Sudarto, Kapita Slekta Hukum Pidana, 1986, (Bandung: Penerbit Alumni), hal. 111.
" Ishag, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2008, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 245.
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dalam skripsi ini untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan
maksud penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui penegakan hukum di Indonesia pada kasus pelecehan seksual
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pelecehan

seksual

Dalam penelitian ini hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
para pihak dalam rangka mewujudkan kemaslahatan untuk kehidupan umat
manusia. Adapun manfaat skripsi ini, sebagai berikut:

a) Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi
pikiran mengenai penegakan hukum kasus pelecehan seksual di Indonesia
dan juga dapat menambah literatur pada Perpustkaan Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Walisongo.

b) Bagi masyarakat umum, maka skripsi ini dapat sebagai informasi tentang
hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran dan kajian dari
berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap
penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian
sebelumya dan mencari hal lain yang lebih penting untuk diteliti. Adapun beberapa
penelitian yang relevansi dengan penelitian ini diantaranya:

Skripsi oleh Nur Hanifah (14020260002), UIN Walisongo Semarang tahun

2018, dengan judul “ Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau
Kesusilaan Melalui Media Sosial (Cyberporn) dalam Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam”, hasil penelitiannya yaitu terdapat dua peraturan tindak pidana
pelecehan seksual di media sosial pertama, regulasi tindak pidana pelecehan seksual
di dalam media sosial dalam hukum positif. Kedua, tindak pidana pelecehan seksual
akan dijatuhi hukum ta’zir. Di dalam hukum Islam pelecehan seksual di dalam media
sosial belum terdapat alat komunikasi lain yang dapat dijadikan alat kejahatan
tindakan tersebut, seperti media sosial, akan tetapi perbuatan pelecehan seksual sudah
termasuk dalam kategori zina.

Skripsi oleh Dida Rachma Wandayati (14340066), UIN Sunan Kalijaga tahun

2018, dengan judul “ Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana dalam Proses
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Pembuktian bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman”, hasil
penelitian ini yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah membuat kebijakan
dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk Perda
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap
Kekerasan. Sebagai pelaksana dari Perda tersebut dibuat suatu unit-unit tertentu untuk
penanganan pelecehan seksual yang terjadi kepada perempuan, baik preventif maupun
represifnya. Namun, fakta-fakta yang terjadi di lapangan dalam hal penegakan hukum
terhadap perempuan korban pelecehan seksual mengalami kendal. Sehingga hal
tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Skripsi olen Maria Lucianna Septiarini Silabang, tahun 2018 Universitas
Lampung, dengan Judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian
terhadap Pelaku Penyebar Video Pedofilia melalui Media Sosial”, hasil penelitian ini
yakni kualitas SDM aparat penegak hukum menjadi faktor penentu berhasil atau
tidaknya penegakan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. Selain dari
kualitas aparatnya, masyarakat juga memiliki peran dalam penegakann hukum.
Tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena disukung oleh
kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam
melakukan kejahatan, yakni melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya
kejahatan dilingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam
usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya
tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak mengizinkan prosedur formal itu
diterapkan sebagiamana mestinya. Semuanya memiliki kesinambungan agar masing-
masing dapat menjalankan kewajibannya dalam menegakan hukum tersebut.
Sehingga konsep actual enforcement yang muncul setelah diyakini adanya deskripsi
dalam penegakan hukum, kualitas SDM. Kualitas perundang-undangan dan
kurangnya partisipasi masyarakat yang digunakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian
yang hendak dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa penelitian yang hendak
dilakukan adalah penelitian yang asli dan bukan merupakan pengulangan dari
penelitian-penelitian terdahulu.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, belum ada yang
membahas tentang “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Kejahatan
Pelecehan Seksual Di Indonesia”. Namun bukan berarti penelitian ini hal terbaru,

akan tetapi hanya sebagai pelengkap dalam penelitian-penelitian yang sudah ada.
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Demikian juga dengan penelitian diatas yang akan digunakan sebagai rujukan
penelitian ini.
E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik-teknik spesifik dalam penelitian
(Mulyana, 2010, 146). Metode penelitian ini akan menjelaskan mengenai cara,
prosedur atau proses penelitian yang meliputi:
1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam kategori jenis kepustakaan

(Library reseach) dengan metode deskriptif analisis. Dalam hal ini

mendiskripsikan kejahatan pencurian dengan modus crosshijabers . penelitian

kualitatif sendiri adalah penelitian berupa kata-kata atau bukan angka, kalaupun
ada sifatnya hanya sebagai penunjang. Sedangkan metode deskriptif analitis
adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasrkan fakta yang

diperoleh di lapangan. (Sudarwan, 2002:51).

Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data ada dua
macam, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh dari karya-
karya yang ditulis oleh ulama, intelektual, dan akademisi yang bersifat otoratif.

b. Data sekuder adalah sumber data yang diperoleh dari penelusuran studi
kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Baik
itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan
perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum,
jurnal, surat kabar, internet, serta buku-buku kepustakaan yang dapat
dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier
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Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi.®

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan
untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan

yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.

1) Meode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik)
menunjuk satu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi
hanya dapat dilihatkan penggunaannyamelalui: angket, wawancara,
pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lainnya. (Ridwan, 2007: 24)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan
sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-
buku, telaah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan
yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan
wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi
yang berkaitan dengan judul yang di tulis untuk kelengkapan data
yang dikumpulkan.

2) Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis data

kualitatif. Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari dan

& Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, 2007, (Jakarta: Ul Press), hal. 52.
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memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2010:248).
Penulis juga akan memasukkan unsur penelaahan Kritis terhadap data-data yang ada
serta memberikan penilaian yang jujur atasnya menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis, tanpa berusha mereduksi fakta lapangan dengan subjektivitas penulis.

Analisis data penelitian mengikuti model analisis Miles dan Huberman.
Analisis data terdiri tiga sub proses yang saling terkait yaitu, reduksi data, peyajian
data, dan pengambilan kesimpulan dan verivikasi. Proses ini dilakukan sebelum
pengumpulan data, tepatnya pada saat menentukan rancangan dan perencanaan
penelitian, pada saat proses pengumpulan data dan analisis awal, setelah tahap

pengumpulan data akhir (Denzin, 2009: 582).

Reduksi data berarti bahwa keseluruhan data di sederhnakan dalam sebuah
mekanisme antisipatoris. Hal ini dilakukan ketika penelitian menentukan kerangka
kerja konseptual, pertanyaan penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang
digunakan. Jika data sudah terkumpul semuanya, tahap seleksi data berikutnya adalah
perangkuman data (data summary), pengodean (coding), merumuskan tema-tema,

pengelompokkan (Clusstering), dan penyajian secara tertulis.

Penyajian data (data display) merupakan bagian kedua dari tahap analisis,
pada tahap ini dilakukan pengkajian proses reduksi data sebagai dasar pemikiran.
Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan teerstruktur, sinopsis, deskripsi
singkat, dan strauss.

2. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan
mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisan.
Maka penulisannya disusun ke dalam lima (V) bab dengan sistematika sebagai
berikut:

Bab | Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah dan ruang
lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode

penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Il Ketentuan-Ketentuan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam
tentang pelecehan seksual di Indonesia. Bab ini terdiri atas 2 sub bab, sub bab pertama
tentang ketentuan hukum dalam hukum positif yang meliputi pengertian pelecehan
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seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, faktor-faktor terjainya pelecehan seksual.
Sub kedua tentang ketentuan dalam hukum Islam tentang pelecehan seksual yang
meliputi: pengertian perzinaan, faktor-faktor perzinaan, macam-macam perzinaan,

dasar hukum dan sanksi hukum perzinaan .

Bab 111 Penegakan hukum kejahatan pelecehan seksual di Indonesia dan sanksi
hukuman bagi pelaku. Bab ini terdiri dari 6 sub bab pertama tentang pengertian tindak
pidana dan pengertian pembuktian, sub bab kedua tentang proses pembuktian, sub bab
ketiga tentang kendala-kendala dalam penegakan hukum, sub bab keempat tentang
upaya-upaya penegakan hukum, sub bab kelima tentang sanksi hukuman pelaku
pelecehan seksual menurut Undang-Undang, dan sub bab keenam tentang sanksi

hukuman pelaku pelecehan seksual menurut Hukum Pidana Islam.

Bab IV Analisis tindak pidana pelecehan seksual. Bab ini terdiri dari 2 sub bab,
sub bab pertama analisis tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di Indonesia
dalam hukum positif dan sub bab kedua analisis tindak pidana kejahatan crosshijabers
pelecehan seksual di Indonesia dalam hukum pidana Islam.

Bab V Penutup Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini

yang terdiri atas simpulan dan saran.
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BAB Il

KETENTUAN-KETENTUAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM
PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Definisi Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif
1. Definisi Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan seksual yang tidak diinginkan,
permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau
isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain yang bersifat seksual sehingga
membuat seseorang merasa dipermalukan, terintimidasi, tersinggung dan tidak
nyaman.

Menurut pendapat Collier (1992) pelecehan seksual secara etimologi ialah
suatu perbuatan yang mengarah ke arah seksual yang dilakukan oleh salah satu
pihak dan terdapat penolakan dari orang yang menjadi sasarannya. Pelecehan
seksual merupakan perbuatan yang merugikan bagi korbannya karena bersifat
merendahkan harkat dan martabat serta perbuatan yang tidak diinginkan oleh
perempuan.®

Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak diinginkan bagi siapa
pun termasuk jika korbannya adalah seorang perempuan baik dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung. Pelecehan merupakan suatu tindakan yang tidak
dibenarkan dalam hukum. Adapun perilaku yang dapat dikategorikan sebagai
tindakan pelecehan seksual, yakni:

a. Pemaksaan dalam melakukan kegiatan sekksual
b. Pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas
c. Lelucon yang mengandung unsur seksual yang dilakukan oleh pelaku
d. Ucapan atau perilaku yang menjurus ke arah seksual’.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Dalam lingkungan masyarakat Indonesia pelecehan seksual disama artikan
seperti kekerasan seksual. Pelecehan seksual sendiri tidak dapat dipastikan siapa

yang akan menjadi target atau korban (victim) dari tindak pelecehan seksual

° Riri Novita Sari, Luluk Dwi Setiati, dan Agnes Indriani, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, (Lontar Merah, 1(1), 20-30)

19 Adibah, Oktavia Trial By The Press Dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Dengan Korban
Anak, 2020, Universitas Muhammadiyah Malang.
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apakah itu remaja, dewasa ataupun anak-anak yang masih dibawah umur.
Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai kekerasan gender perempuan karena
tidak hanya bersumber dari masalah secara individu, namun juga berkaitan
dengan nilai-nilai budaya, pilitik, ekonomi masyarakat setempat. Oranisasi PPB
menerangkan bahwasanya kekerasaan terhadap perempuan haruslah melingkupi
kekerasan secara fisik, seksual ataupun psikologis yang terjadi baik dilingkungan
keluarga, lingkungan kerja ataupun dalam lingkungan sekitar.

Pemerintah telah mengatur dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwa setiap perbuatan
terhadap perempuan yang berupa kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
psikologis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancamanuntuk
melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini jelas kekerasan dalam rumah tangga
tidak dapat di biarkan karena sudah tercantum pasal yang telah mengatur
didalamnya guna mencegah banyaknya angka kekerasan dalam rumah tangga
serta menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ini
merupakan jenis-jenis dari pelecehan seksual, yaitu:

a. Pelecehan gender

Pelecehan gender merupak suatu bentuk komentar cabul atau humor yang
berkaitan dengan seks dari gender tertentu ke gender yang lain.

b. Perilaku menggoda

Adanya kalimat atau ajakan yang mengandung unsur seksualitas secara
terus menerus meski sudah ditolak berkali-kali hal ini menunjukkan
adanya perilaku pemaksaan didalamnya.

c. Penyuapan seksual

Penyuapan seksual ini berarti merupakan tindakan dari pelaku yang
memiliki aksesbilitas yang besar, atau jabatan yang tinggi sehingga dapat
menekan yang posisinya berada dibawah jabantannya dengan mengiming-
imingi imbalan kepada korban untuk bersedia melakukan sebagaimana
yang diajak oleh pelaku. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan
kekuatan antara pelaku dan korban sehingga hal tersebut bisa terjadi.

d. Pemaksaan seksual

Merupan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dalam

tindakan seksual dan apabila ditolak oleh pihak korban, maka pelaku akan
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melancarkan aksinya dengan cara mengancam dan melakukan perbuatan
yang merugikan korban.
e. Pelanggaran seksual

Kegiatan pelecehan yang berupa meraba, menyentuh, memegang tubuh

seseorang secara paksa tanpa ada persetujuan dari si penerima, hal ini

dapat dikatakan sebagai bentuk penyerangan seksual.™

Seksualitas, berasal dari kata ‘seks’, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
sendiri menerangkan bahwa seks merupakan jenis kelamin, hal yang berupa
dengan alat kelamin seperti bersenggama. Istilah seksualitas dikenal juga dalam
Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam
Pasal 1 angka 21 RUU mengartikan bahwa seksualitas merupakan unsur utama
manusia untuk keberlangsungan seluruh hidupnya meliputi seks, identitas dan
peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan
reproduksi yang selanjutnya diekspresikan dalam pemikiran, fantasi, hasrat,
kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran dan hubungan antar individu
yang dipengaruhi oleh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, sosial,

ekonomi, politik, budaya, etika, hukum sejarah dan spritualisme.*

Pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan, termasuk
didalamnya mengandung tindakan percabulan yang diatur dalam pasal 289-296
KUHP. Tindakan percabulan dalam Buku Il Bab XIV paling banyak bentuknya
jika dibandingkan dengan kejahatan kesusilaan lain. Bentuk kejahatan percabulan
dalam KUHP dapat dilihat, sebagi berikut:

Tabel 1 Bentuk Kejahatan percabulan dalam KUHP

No. | Ketentuan Bentuk Unsur Pembeda Alasan
Hukum Percabulan Larangan
1. | Pasal 289 Percabulan Memaksa dengan | Menyerang

kekerasan atau | kehormatan

ancaman kesusilaan
kekerasan
2. | Pasal 290 ke-1 | Percabulan Dilakukan dengan | Tidak ada

! Dikutip Shierine Wangsa Wibawa dari Kompas.com., 5 Desember 2020 pukul: 20:05,.diakses pada
4 Desember 2022.

1.

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, 2016, (Jakarta: Sinar
Grafika), hal. 12.
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pengetahuan
bahwa korban
pingsan atau tidak

berdaya

Pasal 290 ke-2

Percabulan

Dilakukan pelaku
dengan adanya
dugaan atau
pengetahuan

bahwa korban
belum berumur
lima belas tahun
atau belum mampu

dikawin

Tidak ada

Pasal 290 ke-3

Percabulan

Dilakukan dengan
membujuk korban
yang diketahui
oleh pelaku belum
berusia lima belas
tahun atau belum
mampu kawin.
Melakukan
pembiaran

perbuatan cabul

Tidak ada

Pasal 291

Percabulan

Tindakan
sebagaimana diatur
dalam pasal 289
dan 290 KUHP
yang
mengakibatkan
luka-luka berat
atau
mengakibatkan

mati

Pemberatan
pidana karena
akibat yang
ditimbulkan

begitu para
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Pasal 292

Percabulan

Orang dewasa

yang
percabulan dengan

melakukan
korban sesama
jenis kelamin yang

belum cukup umur

Kepentingan

anak

Pasal 293

Percabulan

Memberi atau
menjanjikan uang
atau sesuatu,
menyalahgunakan

yang
timbul dari

perbawa

hubungan keadaan
atau sengaja
menyesatkan orang
yang belum cukup

umur

Kepentingan

anak

Pasal 294

Percabulan

Korban adalah

anak kandung,
anak tiri, anak
angkat, anak di
bawah
pengawasnnya,
orang yang belum
cukup umur berada
dalam pendidikan,
penjagaan,
bujangnya,  atau

bawahannya

Tanggungjawab
orang tua yang
seharusnya

mendidik  dan
menjaga orang
yang ada dalam

kekuasaannya

Pasal 294 ayat
(2) ke-1

Percabulan

Dilakukan oleh
pejabat dengan
bawahannya atau

orang dalam

Pemaksaan
karena
kekuasaan yang

ada pada
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penjagaannya

pejabat

10.

Pasal 294 ayar
(2) ke-2

Percabulan

Pelaku: pengurus,
dokter, guru,
pegawai, pengawas
atau pesuruh
penjara,  pesuruh
tempat pekerjaan
Negara, pesuruh
tempat pendidikan,
pesuruh rumah
piatu, pesuruh
rumah sakit, rumah
sakit jiwa atau
lembaga sosial.
Korban: orang
yang dimasukkan
dalam

tanggungjawabnya

Kewajiban
melaksanakan
tugas yang
diharapkan dari
kedudukan

yang dipegang

11.

Pasal 295 ayat
(1) kel

Percabulan

Penghubungan
atau memudahkan
tindakan
percabulan  yang
dilakukan oleh
anaknya, anak
tirinya, anak
angkatnya, anak
dibawah
pengawasannya
yang belum cukup
umur, atau oleh
orang yang belum
cukup umur, orang

yang belum cukup

Kewajiban
untuk

melindungi
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umur dalam
pemeliharaannya,
pendidikan,
penjagaannya atau

bujangnya atau

bawahannya
12. | Pasal 295 ayat | Percabulan Kesengajaan Kewajiban
(1) ke-2 menghubungkan menjaga norma
atau memudahkan | kesusilaan
perbuatan  cabul
oleh anak yang
diketahui  belum
cukup umur
dengan orang lain
13. | Pasal 295 ayat | Percabulan Menjadikan Larangan
(2) penghubungan terhadap
percabulan dari | kewajiban yang
tindakan menurut | seharusnya
pasal 295 ayat (1) | dilakukan oleh
KUHP sebagai | pelaku
mata pencaharian
atau kebiasaan
14. | Pasal 296 Percabulan Menjadikan Larangan usaha
penghubungan yang dilarang

atau memudahkan
percabulan sebagai
pencaharian  atau

kebiasaan

karena
melanggar
norma

kesusilaan

Empat belas bentuk kejahatan percabulan diatas merupakan tindakan yang

harus dihindari sedini mungkin. Hal ini dikarenakan pengaturan kejahatan

percabulan sangat jelas hingga mengatur tindakan percabulan serta penghubungan

percabulan yang mungkin terjadi dilingkungan keluarga maupun dilingkungan
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pekerjaan. Artinya pengaturan tindakan percabulan dalam KUHP lebih bersifat
preventif daripada represif dengan maksud untuk meminimalkan terjadinya
kejahatan percabulan bahkan kejahatan kesusilaan lainnya, seperti perkosaan,™

Menurut perspektif Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual (RUU PKS), penyalahgunaan seksual diartikan sebagai
kekerasan sosial. Pada draft Pasal 5 ayat 2 RUU PKS kekerasan seksual memiliki
bentuk yang macam-macam, antara lain pelecehan seksual, kontrol seksual,
perkosaan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perlakuan atau penghukuman
lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, dan seksualitas dan/atau organ
reproduksi sebagai sasaran.

Michele Rubenstein mengartikan bahwa pelecehan seksual merupakan sifat
perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks
yang menyinggung si  penerima. Adapun jenis-jenis perilaku yang
menggambarkan perbuatan pelecehan seksual, diantaranya ialah:

a. Pelecehan seksual berupa gerakan fisik

1) Rabaan

2) Cubitan

3) Tindakan intimidasi atau yang memalukan (kerlingan, siulan,
tindakan tidak senonoh)

4) Rayuan seks badani

5) Serangan seks

b. Pelecehan seksual berupa ucapan yang memiliki sarat penghinaan

1) Lelucon yang bersifat menghina

2) Bahasa yang bersifat mengancam dan cabul

3) Rayuan seks verbal

4) Hal-hal yang menyinggung perasaan yang bersifat merendahkan
atau menyinggung, seperti gambar-gambar porno.**

3. Faktor-faktor pelecehan seksual

Pelecehan seksual yang kerap kali terjadi merupakan sebuah kejahatan yang

serius dimana pelaku merendahkan martabat seorang wanita pada umumnya.

Bahkan perbuatan pelecahan seksual sendiri kini sering ditemukan di tempat

2. Hwian Christianto, Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus, 2017,
(Yogyakarta: Suluh Media), hal.56

3. Rohan Collier, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas, 1998,
(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya), hal.4
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umum secara terang-terangan. Berikut ini merupakan faktor penyebab terjadinya

pelecehan seksual, yang terdiri atas:

a.

Tidak adanya CCTV ditempat umum dan strategis sehingga memudahkan
pelaku melakukan aksi pelecehan seksual.

Kekerasan dianggap hal yang biasa, kurangnya respon dari berbagai pihak
yang menyaksikan tindk kekerasan.™

Korban mudah ditaklukan, artinya pria menganggap wanita makhluk yang
lemah, sehingga ia ditempatkan dalam posisi subordinasi yang dikuasai.
Hasrat seks yang tidak dapat tersalurkan terhadap pasangannya, hal ini
menyebabkan pelaku melakukan perbuatan pelecehan seksual.

Si pelaku pernah mengalami pelecehan seksual saat ia masih Kecil,
sehingga ketika ia dewasa ingin membalas dendam dengan melakukan
pelecehan seksual terhadap orang lain.

Saat pelaku masih kecil, ia pernah menyaksikan anggota keluarganya
mengalami pelecehan seksual.

Pelaku memiliki otoritas terhadap korban. Hal ini, kerap kali terjadi di
lingkungan masyarakat, seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan
yang tinggi membuat ia merasa berkuasa melakukan hal-hal yang tidak
senonoh kepada bawahannya.

Pelaku memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan
seksual

Sering membaca atau melihat konten-konten yang berbau porno.*®

https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/26/08151821/faktor-pemicu-terjadinya-pelecehan-

seksual-di-ruang-publik. Diakses pada tanggal 7 Januari 2020, Pukul 12:27 WIB

https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3225403/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-
seksual, diakses pada tanggal 7 Januari 2020, pukul 12:30 WIB
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4. Ruang Lingkup Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun,
banyak terjadi kasus pelecehan seksual yang terjadai diarea publik maupun
didalam kantor. Hal yang sering terjadi pelecehan seksual dalam area publik
yaitu biasa terjadi dalam kendaraan umum yang mana keadaan angkutan
penuh sehingga harus berdesak-desakan tak menutup kemungkinan hal ini
justru menjadi situasi yang menguntungkan bagi pelaku untuk melakukan
aksinya untuk memegang, meremas, menyentuh bagian tubuh lawan jenis dan
apabila si korban tengah mengetahui aksinya maka si pelaku tentu akan
berdalih tidak sengaja karena berdesakan dengan yang lainnya.

Dilingkungan kantor pun tidak luput dari kegiatan pelecehan seksual
yaitu sering terjadi pada bawahan kantor, pelaku biasanya sudah memiliki
jabatan tinggi dan harta melimpah sehingga mereka merasa yakin bahwa apa
yang ia inginkan pasti akan ia dapatkan termasuk yang menjadi fantasinya
dalam melihat lawan jenis. Bahkan tak jarang pula bawahan dari pimpinannya
tersebut merasa terancam akibat ulah pimpinannya. Hal ini justru

menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi kaum perempuan.

5. Faktor-faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual yang kerap kali terjadi merupakan sebuah kejahatan yang
serius dimana pelaku merendahkan martabat seorang wanita pada umumnya.
Bahkan perbuatan pelecahan seksual sendiri kini sering ditemukan di tempat
umum secara terang-terangan. Berikut ini merupakan faktor penyebab terjadinya
pelecehan seksual, yang terdiri atas:

a. Tidak adanya CCTV ditempat umum dan strategis sehingga memudahkan
pelaku melakukan aksi pelecehan seksual.

b. Kekerasan dianggap hal yang biasa, kurangnya respon dari berbagai pihak
yang menyaksikan tindk kekerasan."’

c. Korban mudah ditaklukan, artinya pria menganggap wanita makhluk yang
lemah, sehingga ia ditempatkan dalam posisi subordinasi yang dikuasai.

d. Hasrat seks yang tidak dapat tersalurkan terhadap pasangannya, hal ini

menyebabkan pelaku melakukan perbuatan pelecehan seksual.

7.

https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/26/08151821/faktor-pemicu-terjadinya-pelecehan-
seksual-di-ruang-publik. Diakses pada tanggal 7 Januari 2020, Pukul 12:27 WIB
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e. Si pelaku pernah mengalami pelecehan seksual saat ia masih kecil, sehingga
ketika ia dewasa ingin membalas dendam dengan melakukan pelecehan
seksual terhadap orang lain.

f. Saat pelaku masih kecil, ia pernah menyaksikan anggota keluarganya
mengalami pelecehan seksual.

g. Pelaku memiliki otoritas terhadap korban. Hal ini, kerap kali terjadi di
lingkungan masyarakat, seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang
tinggi membuat ia merasa berkuasa melakukan hal-hal yang tidak senonoh
kepada bawahannya.

h. Pelaku memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual

i. Sering membaca atau melihat konten-konten yang berbau porno.*®

B. Penegakkan Hukum Dalam Hukum Positif Tentang Pelcehan Seksual

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang
(hukum) dan diancam dengan sanksi bila melanggar larangan tersebut. Hal-hal atau
tindakan yang tidak tertulis atau tercantum dalam Undang-Undang namun perbuatan
tersebut dalam pandangan masyarakat merupakan tidak baik, maka tidak bisa
dikatakan perbuatan kejahatan.'® Hukum sebagai kumpulan peraturan yang memiliki
isi bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang boleh dilakukan serta
menemukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Selain
itu hukum juga mengatur hubungan hukum yang berarti hubungan hukum sendiri
terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat serta antara individu itu
sendiri. Ikatan tersubut tercermin pada hak dan kewajiban.?

Kejahatan kerap kali dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang di
masyarakat baik secara fisik maupun materi. Kriminologi juga mempelajari tingkah
laku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat. Pencantuman suatu tingkah laku menjadi kategori
kejahatan dalam hukum pidana adalah suatu proses politik yang dilakukan oleh
pemerintah bersama dengan badan legislatif. Masyarakat akan menyatakan suatu

perbuatan kejahatan apabila tingkah laku yang dilakukan menimbulkan bahaya dan

8. https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3225403/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-
seksual, diakses pada tanggal 7 Januari 2020, pukul 12:30 WIB

9. Anang Priyanto, Kriminologi, 2012, (Yogyakarta:Penerbit Ombak), hal 76.
10. Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum Suatu Pengantar, 2007, (Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta), hal. 40.
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kerugian bagi masyarakat, maka lembaga legislatif tingkah laku tersebut dicantumkan
dalam hukum pidana sebagai tingkah laku yang dilarang dan pelaku dikenakan sanksi
atas perbuatannya. Adapun Penjahat merupakan orang yang melakukan tindak
kejahatan yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan secara sosial kriminologi. Dalam
kriminologi dijelaskan bahwa orang yang dikatakan penjahat bila polah tingkah
lakunya merupakan tingkah laku kejahatan bersifat menetap yang berarti tingkah

lakunya sudah menjadi karakter pelakunya dan dilakukannya secara berulang-ulang.?*

1. Penegak Hukum

Sebelum memahami penegakan hukum maka perlu diperhatikan pula
pengertian hukum. Pengertian hukum dilihat dari arti kata materiil yaitu seluruh
aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang
dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh
seriap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakina dan kekuasaan kukum itu.
Sedangkan dalam arti kata formil hukum merupakan kehendak ciptaan manusia
berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku tentang apa yang
boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan
dianjurkan untuk dilakukan. Berikut merupakan pendapat para ahli berkaitan dengan

definisi dari hukum:

a. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang
mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota
masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pihak
pemerintah dari masyarakat itu. (E. Utrecht, 1961:12)

b. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-
petunjuk tingkah laku. Oleh karena itu, hukum harus mengandung rekaman
dari ide-ide (berupa ide berkaitan dengan keadilan) yang dipilih oleh
masyarakat tempat hukum diciptakan. (Satjipto Rahardjo, 1986:20)

c. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-
badan resmi yang berwajib, menentukan tingkah laku manusia dalam

lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi

11. Muhammad Mustofa, Metode Penelitan Kriminologi, 2013, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, hal.27.
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berakibat diambilnya tindakan hukuman. (J. T. C. Simorangkir dan Woerjono

Sastropranoto, 1959:6)

d. Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang
seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum
merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana
seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman
kaidah hukum bersifat umum dan pasif. (Sudikno Martokusumo, 1986:16)%

Menurut beberapa tokoh penegakan hukum dilandasi dari adanya
pembangunan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pembangunan
merupakan perubahan terencana dan teratur yang mencakup aspek-aspek
politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.

Upaya penting dari gerakan nasional adalah pembangunan hukum. Otje

Salman dan Anton F. Susanto berpendapat bahwa pembangunan hukum harus

mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah

strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (legislation planning),
proses pembuatannya (law making procces), sampai kepada penegakan hukum

(law enforcement) yang dibangun melalui kesadaran hukum (law awarenes)

masyarakat.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa salah satu unsur untuk
menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah
penegakan hukum.  Menurut pendapat Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa
penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang
membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan
berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Selain itu pertimbangan secara

nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan. %3

2. Faktor-faktor Penegak Hukum
a. Faktor Hukum
Yang dimaksud dengan faktor hukum yaitu faktor yuridis yang menyangkut

bagaimana cara suatu hukum dapat ditegakkann atau diberlakukan dalam

12. Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar IImu Hukum, 2004, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 22
13. Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di
Indonesia, 2017, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 133
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masyarakat. Supaya Undang-Undang dapat ditegakkan di tengah-tengah
masyarakat, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Keterbukaan dalam proses pembuatan

2) Pemberian hak atas kepada warga masyarakat untuk mengajukan usulan-

usulan tertentu, melalui cara sebagai berikut:

a) Penguasa setempat mengumdang mereka berminat untuk mengahadiri

suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu.

b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu
untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang

yang sedang disusun.
c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-

tokoh masyarakat atau para ahli.
b. Faktor petugas yang menegakkan

Petugas yang menegakkan hukum memiliki tugas dan peran yang sangat

penting dalam menegakkan suatu hukum. Petugas hukum yang dimaksud, ialah:

1) Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

2) Jaksa (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik

Indonesia)
Hakim (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
3) Hakim (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)®*

c. Fasilitas yang mendukung
Dengan adanya fasilitas atau sarana tertentu maka penegakkan hukum dapat
berjalan dengan lancar. Contoh dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

14. Zaeni Arsyhadie dan Arief Rahman, Pengantar limu Hukum, 2016, (Jakarta: Rajawali Pers), hal.
185
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d. Warga masyarakat

Warga masyarakat ini merupakan faktor dimana hukum diberlakukan dan
ditegakkan. Masyarakat Indonesia memiliki suku, ras, dan budaya masing-
masing, hal ini tentu saja terdapat perbedaan yang signifikan anatara masyarakat
yang tinggal di dalam pedesaan dan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal
ini merupakan faktor penegakan hukum karena secara umum masyarakat

memiliki berbagai kendala, seperti:

1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau

terganggu.

2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi

kepentingan-kepentingannya.

3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor
keuangan, psikis, sosial atau politik.

4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat
memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

5) Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi

dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.®

Harapan dari penegakan hukum ialah agar hukum dapat berfungsi
sebagaimana mestinya. Oleh karena, itu perlu adanya komitmen dari semua elemen
yang dibutuhkan. Komitmen dalam menegakan hukum terdiri dari 3 unsur, yaitu:
kepastian hukum (Rechtsscherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan
(Gerechtigkeit). Alasan mengapa hukum harus ditegakan karena semua orang
mengharapkan ditetapkannya hukum dalam segala hal peristiwa yang konkrit. %

Adapun arti penting dari penegakkan hukum yang dijelaskan sebagai berikut:

. Arti penting penegakan hukum bagi negara

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai hukum itu sendiri yang bisa

berfungsi sebagaimana mestinya dengan maksud dapat memecahkan persoalan yang

15. Ibid, hal. 198.
16. Mashudi, Pengantar IImu Hukum Penggagas Hukum Progresif, 2015, (Semarang: CV. Karya
Abadi Jaya), hal. 96.
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timbul ditengah masyarakat. Fungsi hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fungsi
hukum klasik yang melingkupi keadilan dan ketertiban dan fungsi yang kedua adalah
fungsi hukum secara modern yang menitikberatkan pada sarana pembaruan
masyarakat. Menurut Gustav Radburgh, hukum memiliki tujuan, diantaranya ialah:
1. Kepastian hukum
Maksud dari kepastian hukum sendiri adalah hukum yang ditegakkan tidak
dapat atau tidak mudah berubah-ubah dalam perubahan yang terjadi di masyarakat
dan berlaku di waktu kapan pun dan dimana pun. Dengan keadaaan hukum yang
tidak mudah berubah-ubah, maka kepastian hukum memiliki fungsi memastikan
hukum ( yang berupa keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan
manusia). Dengan keadaan seperti ini maka akan terciptanya keadilan bagi seluruh
golongan masyarakat dan aturan yang berlaku pun dapat ditaati.
2. Keadilan
Keadilan merupakan pokok utama yang paling penting. Dimana semua para
pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum memikirkan bagaimana caranya
untuk melakukan keadilan hukum yang berlaku di masyarakat agar tidak berat
sebelah.
3. Daya guna
Daya guna (doelmatigheid) ialah proses bekerjanya hukum, hukum dapat
memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya
untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang
mengaturnya. Dalam daya guna terdapat tiga nilai penting bagi hukum yaitu:
a) Individualwerte
Yakni nilai-nilai pribadi yang penting dalam mewujudkan kepribadian
manusia. Hal ini terdapat dalam liberalisme dan demokrasi.
b) Gemeinschaftswerte
Yaitu nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam
masyarakat manusia.
c) Werkwerte
lalah nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian, dan pada umumnya
dalam kebudayaan)?’
b. Arti penting penegakan hukum bagi pembangunan nasional

17. Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di
Indonesia, 2017, ( Jkarta: Prenadanedia Group), hal. 151
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C.

d.

Penegakan hukum memiliki peranan penting bagi pembangunan nasional,
karena keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain akan tetapi sangat terikat.
Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (Social Policy) yaitu
uasaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk
melindungi masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan (penegakan hukum pidana)
merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Menurut Satjipto
Rahardjo mengidentifikasi ciri-ciri penegakan hukum untuk pembangunan, yakni:

1) Memiliki kesadaran lingkungan, yakni tindakan dalam penegakan hukum
memiliki keterkaitan pada proses-proses yang berlangsung dalam
masyarakat, seperti ekonomi, politik, dan sebaginya.

2) Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus
ikut menggerakan perubahan-perubahan.

3) Penegakan hukum akan banyak terlibat pada masalah-masalah pembuatan

keputudan daripada sekedar menjadi bada yang melaksanakan saja.

Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan
Penegakan hukum ditujukan untuk kepentingan pelaku yakni menjamin hak-
hak tersangka atau terdakwa dalam setiap proses hukum yang dijalaninya serta
mengubah perilaku jahat dari narapidana atau disebut juga warga binaan (jika ia
divonis bersalah dan dipidana dengan penjara) melalui pemidanaan terhadapnya.
Penegakan hukum juga ditujukan untuk kepentingan korban kejahatan yakni
menjamin hak-haknya sebagai manusia dan warga negara tidak dirampas oleh orang
lain.
Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan
Adanya penegakan hukum oleh penegak hukum dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan hukum bagi korban yang posisinya sangat lemah dalam
perkara pidana. Perlindung yang diberikan berupa pemberian kompensasi, restitusi,
bantuan tenaga ahli dan pelayanan medis. Korban juga memiliki fungsi strategis
dalam menegakan hukum, yang berupa pelaporan dari korban yang merupakan

langkah awal dalam mengungkapkan suatu kasus.?®

4. Aparat Penegak Hukum

18. Ibid, hal.160
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Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi

tanggung jawab seluruh bangsa, diantaranya:
a. Polisi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwasannya
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum,
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi
kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan Kketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).
b. Jaksa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaksa diartikan sebagai pejabat
dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di
dalam proses pengendalian terhadap orang yang diduga melanggar hukum.
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa jaksa merupakan pejabat
fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak
sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim (ayat
2). Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam
organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran
pelaksanaan tugas kejaksaan (ayat 4).

c. Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim adalah orang yang
mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah) atau dapat disebut
sebagai pengadil. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (5), hakim adalah hakim pada Mahkamah
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Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada
pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

d. Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat diartikan sebagai
ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam
pengadilan, atau biasa disebut pengacara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa advokat adalah
orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang
ini. Sedang Jasa hukum, adalah jasa yang diberikan advokat berupa
memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk

kepentingan hukum klien (ayat 2).%

C. Pengertian Perzinaan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pezinaan

Pelecehan seksual dalam Islam dikategorikan sebagai perzinaan, dalam
Islam perzinaan dianggap sebagai perbuatan dosa, yang dapat membuka gerbang
perbuatan memalukan yang lainnya. Zina secara harfiah berarti fahishah yaitu
perbuatan keji, yang diartikan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan Yyang tidak terikan dengan perkawinan. Ibnu Rusyd
menjelaskan bahwa zina merupakan persetubuhan yang dilakukan bukan karena
pemilikan hamba sahaya.® Perzinaan tidak hanya dilakukan oleh orang yang
sudah menikah akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang yang tidak terikat
dengan pernikahan, hal in merupakan hal yang dilarang oleh Islam, Allah SWT

telah berfirman:

Mo e W 3aBa B GRS LS 38 Y 5

19. Arfin dan Leonarda Sambas K., Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer, 2016, (Bogor:
Ghalia Indonesia), hal: 133

%N.S. Sinulangga, Analisis Perbandingan Efektifitas aturan dalam Kitab Undang0Undang Hukum

Pidana Lama dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Khususnya dalam Pasal Perzinahan),

Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 19(1), 34-39.

96



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh
suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra:32)

Menurut MazhabAl-Hanafiyah zina merupakan hubungan seksual yang
dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya
yang bukan budaknya dan bukan akad syubhat. Mazhab Malikiyah
berpendapat bahwa zina adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh
mukallaf yang muslim para manusia yang bukan budak miliknya, tanpa ada
syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Menurut Mazhab Asy-Syafi’iyah, zina
ialah masuknya ujung kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan dalam
keadaa syahwat tanpa adanya akad nikah. Sedangkan menurut Mazhab Al-
Hanabilah menjeleskan perzinaan yaitu hilangnya hafsayah penis laki-laki
yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu lubang wanita yang tidak

ada ikatan diantara keduanya.

2. Faktor-faktor Perzinaan
Setiap manusia memiliki nafsu dalam kehidupannya salah satunya ialah

nafsu akan seks. Wajar bila manusia memiliki keinginan untuk melakukan
hubungan seks karena itu merupakan fitrah alamiyah yang dimiliki manusia.
Karena pada dasarnya manusia diciptakan berbeda-beda dan berpasang-pasangan
untuk saling melengkapi satu sama lain. Seks diperbolehkan bila seorang laki-laki
dan perempuan mempunyai ikatan yang bersifat sakral yaitu pernikahan, namun
akan berbeda artinya bila dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang
tidak memiliki ikatan pernikahan maka ini disebut sebagai perzinaan yang
dianggap merupakan perbuatan yang tidak terpuji serta mendapatkan dosa yang
besar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perzinaan, yaitu:

a. Berkaitan dengan keimanan seseorang, hal ini di jelaskan bahwa iman
sesorang dapat mempengaruhi dirinya dalam perbuatan kejahatan. Seseorang
yang tidak teguh pendirian imannya maka tidak ada benteng dalam hidupnya
dalam perbuatan kejahatan sehingga ia akan mudah terjerumus ke dalam dunia
kejahatan.

b. Kepribadian seseorang yang dapat mempengaruhi segala tindak tanduknya
yang dapat diketahui dalam kondisi kejiwaanya. Jika kejiwaannya kacau maka

ia akan rentan melakukan perbuatan yang buruk dan merugikan.
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c. Modernisasi, perubahan zaman yang terus berkembang hingga menjadi
modern memunculkan berbagai jenis teknologi baik itu bersifat dapat
meringankan atau dapat meringankan pekerjaan seseorang atau bisa juga dapat
merusak moral manusia. Slah satunya yaitu media elektronik seperti sosial
media ataupun yang lainnya yang memuat konten seksual, pornografi yang
terpampang jelas dalam media elektronik tersebut sehingga membuat orang
yang melihat akan timbul rasa gairah pada seks.

d. Mentalitas kaum muda yang rentan terhadap pergaulan bebas dapat menjadi
faktor timbulnya pelecehan seksual sehingga mngakibatkan menurunnya nilai

spiritual >

3. Macam-macam Perzinaan

Zina bukan hanya perbuatan yang merugikan diri sendiri melainkan juga
juga orang lain terlebih bila sudah memiliki pasangan masing-masing, perzinaan
tidak hanya berkaitan dengan melakukan hubungan intim antara laki-laki dan
perempuan melainkan perbuatan yang dapat menimbulkan gairah seksual diantara
keduanya. Berikut jenis-jenis perzinaan dalam Islam, yakni:

a. Zina Al-Laman
Zina Al-Laman merupakan zina yang dilakukan oleh seseorang dengan
pancaindranya serta dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1) Zina ‘ain yaitu zina yang dilakukan dengan menggunakan pancaindra
mata dengan artian seseorang melihat lawan jenis dengan
menggunakan matanya dan ia merasa senang dan dengan perasaan
yang penuh hawa nafsu.

2) Zina Qalbi vyaitu zina dalam hati maksudnya seseorang yang
menghayalkan atau memikirkan lawan jenis dengan perasaan bahagia.

3) Zina Ucapan (lisan) yaitu zina yang diucapkan dengan lisan berkaitan

dengan lawan jenisnya.

88 puytri, R.F. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarat Tentang

Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda
Lampung Selatan). (Doctoral disesertation, IAIN Raden Intan Lampung).
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4) Zina tangan (yadin) yaitu zina yang menggunakan tangan yang
digunakan untuk memegang anggota tubuh lawan jenisnya dengan
perasaan bahagia serta dengan hawa nafsu.

b. Zina Muhson
Zina muhson ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang telah
atau pernah menikah.

c. Zina Ghoiru Muhson
Zina ghoiru muhson ialah sina yang dilakukan oleh orang yang belum

menikah atau disebut perjaka atau perawan.*

4. Dasar Hukum dan Sanksi Hukum Perzinaan

Perbuatan perzinaan dapat dikategorikan sebagai jarimah takzir. Jarimah takzir
sendiri merupakan jarimah yang hukumannya tidak ditentukan secara sarih (jelas)
dalam nash baik dalam Al-qu’an maupun sunnah yang berkaitan dengan hak Allah
dan hamba Allah. Tujuan dari hukuman jariamah ialah membuat pelaku menjadi
jera serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar. Menurut Abu Zahrah
mendefinisikan penjatuhan hukuman ta’zir dapat dilakukan oleh penguasa untuk
mencegah kerusakan dan mencegah kejahatan. Dapat diartikan bahwa jarimah
ta’zir merupakan perbuatan maksiat yang merugikan dan menggagu masyarakat
dan terdapat wewenang hakim untuk memberikan penjatuhan hukuman yang
melanggar sesuai ketentuan yang dilanggarnya.serta tidak ada ketentuan yang

konkrit dalam persoalan tersebut.

Adapun jenis-jenis dari ta’zir yang dibagi menjadi dua yang berkaitan dengan

hak yang dilanggar, yaitu:

a. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah SWT

b. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu dan manusia
Dilihat dari sifatnya jarimah ta’zir dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yakni:

a. Ta’zir karena melakukan perbuatan maksia

b. Ta’zir yang merupakan perbuatan yang membahayakan untuk masyarakat

%2 Chintya Firnanda, Agustine, Studi Komparasi Kawin Hamil Karena Zina antara Pandangan Ulama
Salaf dan Ulama Khalaf dengan Kompilasi Hukum Islam, Turatsuna: Jurnal Keislaman dan pendidikan
3.2(2021) 151-162
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c. Ta’zir karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum

Dikutip dari Abdul Aziz Amir dalam buku Hukum Pidana Islam, beliau

membagi ta’zir dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan

2. Jariamah yang berkaitan dengan perlukaan

3. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan seseorang serta
kerusakan akhlak seseorang

4. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta

5. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemashlahatan individu

6. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan ketentuan umum

Hukuman ta’zir terbagi menjadi empat bagian guna membuat pelaku kejahatan

menjadi jera, bagian-bagian tersebut ialah:

a. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan badan, yaitu berupa hukuman mati
dan hukuman dera

b. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu hukuman yang
berupa penjara dan hukuman pengasingan

c. Hukuman ta’zir berkaitan dengan harta, yakni status dari harta yang
dimiliki oleh pelaku maka dapat dilakukan penahanan terhadap harta
tersebut.

d. Hukuman-hukuman ta’zir yang lain selain dari hukuman ta’zir yang
dipaparkan sebelumnya, hukuman ini berupa:

Peringatan keras

Dihadirkan dalam persidangan

Diberikan nasihat

Celaan

Pengucilan

Pemecatan

N o g~ w D RF

Pengumuman kesalahan secara terbuka®

** Ahmad Syarbani, Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam, Jurnal lus Civile
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Islam sangat tegas dalam menghukum orang yang melakukan perbuatan perzinaan,

sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

o e W 5aBa B GRS I8 Y 5

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan
keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra:32)

Maksud dari ayat tersebut ialah Allah SWT telah melarang keras hamba-Nya
untuk berbuat zina, bahkan hanya sekedar mendekati pun tetap dilarang hal ini
bertujuan untuk mencegah terjadinya zina serta sebagai pengambilan sikap untuk
berhati-hati dalam hal-hal yang menjerumus kearah zina. Islam melarang untuk
bercampur antara laki-laki dan perempuan, melarang khalwat, laki-laki beduaan
dengan perempuan yang bukan mahramnya termasuk pacaran. Perzinaan termasuk
perbuatan yang keji dan buruk karena merupakan pelanggaran kehormatan.
Sebagaimana firman Allah SWT:

B 0 D gy S T e B gl an 1508 53 6 531301545130

Gie 5all (pa 28 Ua ags 1ae dgialy 5 V1 ol Aol b & 3ie

Artinya: pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah
kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah
dan hari kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh

sebagian orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nur:2)
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BAB Il

PROSES PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI
INDONESIA

A. Penegakan Hukum Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif
Indonesia
1. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai kekerasan gender perempuan
karena tidak hanya bersumber dari masalah secara individu, namun juga berkaitan
dengan nilai-nilai budaya, pilitik, ekonomi masyarakat setempat. Oranisasi PPB
menerangkan bahwasanya kekerasaan terhadap perempuan haruslah melingkupi
kekerasan secara fisik, seksual ataupun psikologis yang terjadi baik dilingkungan
keluarga, lingkungan kerja ataupun dalam lingkungan sekitar.

Pemerintah telah mengatur dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwa setiap perbuatan
terhadap perempuan yang berupa kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
psikologis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancamanuntuk
melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini jelas kekerasan dalam rumah tangga
tidak dapat di biarkan karena sudah tercantum pasal yang telah mengatur
didalamnya guna mencegah banyaknya angka kekerasan dalam rumah tangga
serta menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

2. Seksualitas dalam hukum positif

Kekerasan seksual merupakan sebuah bentuk perlakuan hubungan seksual
yang menyimpang serta merugikan bagi korban yang memiliki perhatian yang
sangat serius karena mengakibatkan timbulnya rasa takut dan trauma yang

berkepanjangan. Tindakan kekerasan mencerminkan diri sebagai superior yang
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dapat menindas kaum yang lemah. Hal ini juga termasuk sebuah pelanggaran hak
manusia yang bersifat penindasan kaum yang lemah.

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan menyebarkan formulir
pendataan di seluruh daerah Indonesia tercatat dalam tahum 2020 jumlah kasus
terhadap perempuan sebesar 299,911 kasus. Data ini di dapat dari tiga sumber
yaitu: (1) dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291,677 kasus, (2) Lembaga
layanan mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus, dan (3) Unit Pelayanan
dan Rujukan (UPR) sebanyak 2.389 kasus. Kasus yang bersumber dari Lembaga
layanan mitra Komnas Perempuan jenis kekerasan yang paling tinggi adalah ruang
lingkup pribadi seperti KDRT dan relasi personal sebanyak 79% (6.480) kasus.
Sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dilingkungan umum sebanyak
21% (1.731) kasus dengan rincian kasus yang paling tinggi terjadi pada pelecehan
seksual sebesar 962 kasus, yakni 55% merupakan kasus pencabulan (166) kasus,
perkosaan (299 kasus), pelecehan seksual (181 kasus) persetubuhan sebanyak 5
kasus. Dijelaskan bahwa Catahu 2021 mengalami jumlah penurunan pada catatan
kasusnya, tahun 2020 memiliki jumlah kasus sebanyak 299.991 kasus yang
menurun dari jumlah catahu 2019 yaitu 431.471 kasus yang tejadi diberbagai
daerah yang tersebar di Indonesia.** Tercantum dalam KUHP bahwasanya tindak
kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang secara sengaja dapat

dikenai sanksi hukuman guna memberikan efek jera terhadap pelaku.

3. Kendala-kendala dalam proses penegakan hukum tentang pelecehan seksual
di Indonesia

Tidak mudah bagi Indonesia untuk mengatur seluruh masyarat yang

tersebar luas di Indonesia, namun dengan adanya hukum dapat mengatur

hidup masyarakat agar terciptanya keteraturan dalam hidup. Segala hal yang

dapat merugikan seseorang atau segala masalah yang berkaitan dengan tindak
pidana terdapat aturan yang tegas dalam hukum yang telah tertuang dalam
Undang-Undang. Kasus permasalahan yang dihadapi oleh penegak hukum

tentunya tidak selalu berjalan mulus pasti terdapat adanya kendala-kendala

* Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan
dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan
Keterbatasan Penanganan di Tengah Pandemi Covid-19, (Jakarta Pusat:Kkomnas Perempuancetk.1,
2021).
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dalam proses penyelesaian terhadap kasus. Salah satu kendala yang dihadapi

oleh penegak hukum dalam memerangi tindak pidana pelecehan seksual,

Yaitu:

1) Keterbatasan Undang-Undang yang berkaitan dengan pelecehan seksual 2.

2) Tidak adanya pembenaran (terus terang) dari korban

3) Korban mengulur waktu untuk melapor tindakan atau peristiwa yang
dialaminya

4) Ketakutan korban itu sendiri

4. Contoh Pelecehan Seksual di Berbagai Kalangan
1) Pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum komunitas Crosshijabers

Crosshijabers di indonesia semakin marak digermari oleh pemuda
Indonesia, dengan berdalih untuk menghibur diri atau untuk dijadikan sebuah
konten dalam kehidupan sosmednya. Para crosshijabers sendiri sekarang
sudah mulai berani unjuk gigi di depan khayalak orang dan mereka merasa
berbangga hati karena dalam melakukan aksinya tidak perlu lagi untuk
melakukan kegiatannya secara sembunyi-sembunyi.

Crossdressing atau crosshijabers sendiri lebih dapat dikaitkan dengan
transvetisme yang mengakibatkan seseorang ingin selalu melakukan
crossdressing  (crosshijabers) yang bertentangan dengan keadaaanya.
Seseorang akan lebih cenderung menyuakai cara berpakaian seperti lawan
jenisnya yang menimbulkan perasaan puas dan gembira pada pelaku tersebut,
hal ini pula dapat dikatakan sebagai kelainan seksual. Adapun hal yang
melatar belakangi dari munculnya Crosshijaber, yakni:

a) Tranvetisme sendiri dapat disebabkan dari faktor lingkungan yang
mempengaruhinya untuk terus mengulang melakukan crossdressing
(crosshijabers) secak ia masih anak-anak sehingga menimbulkan rasa
nyaman pada dirinya. Selain itu, terdapat gejala dari faktor
transvetisme tersebut, yakni:

b) Memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan crossdressing (
crosshijabers).

c) Memiliki gairah seksual yang besar sehingga dapat menimbulkan

fantasi-fantasi pada saat melakukan crossdressing (crosshijabers).
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d) Crossdressing dapat menimbulkan adanya disfungsi dalam pergaulan,
di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari.

e) Dapat menimbulkan suatu hasrat yang tak terbendung lagi untuk selalu
membeli pakaian lawan jenis untuk dikenakannya.

1. Transgender

Transgender berasal dari kata “trans” yang memiliki arti pindah (perubahan)
dan “gender” yang berarti jenis kelamin. Trangender merupakan bentuk
penggambaran orang dengan identitas gender yang berbeda dari biasanya yang terkait
dengan jenis kelamin mereka. Transgender sendiri merupakan suatu hal yang
dianggap tabu dalam masyarakat dan dianggap merupakan bentuk penyimpangan dari

nilai, norma, dan agama.

Trasgender dengan transeksual tentu hal yang berbeda, karena transgender
lebih fokus cara merubah diri atau kepribadian diri menjadi kepribadian lawan
jenisnya, contoh seorang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, dengan
perubahan yang dapat sedikit dilihat dari cara berpakaiannya yang suka memakai
pakaian perempuan, menyukai hah-hal yang bersifat perempuan. Sedangkan
transeksual sudah pasti ia adalah seorang transgender, namun yang membedakan ialah
transeksual lebih berani dalam mengekspresikan diri, ia berani mengambil langkah
jauh demi mengubah dirinya menjadi perempuan dengan mengganti alat kelaminnya

dan perilakunya berubah secara keseluruhan.®

Di Indonesia sendiri dapat dijumpai keragaman konstruksi gender yang

ditemukan dalam etnis Bugis yang mengenal lima istilah gender*®, yaitu:

a) Makunnrai (Perempuan)

b) Oroane (Laki-Laki)

c) Calalai (Perempuan yang menyerupai laki-laki)
d) Calabai (laki-laki menyerupai perempuan

e) Bissu

2. Crosshijabers

* Nurdelia, dkk, Transgender Dalam Persepsi Masyarakat, Jurnal Equilibrium Sosiologi, Vol.
I, No. 1 Mei 2015, HIm.22

*® Hansel Ma muaya”, Agus Mulya Karsona, Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan Terhadap
Transgender/Tanseksual Di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No.2, Maret 2018, Him. 246.
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Terdapat persamaanaan pula Crosshijabers dengan Cosplay, Cosplay sendiri
merupakan sebuah budaya di Jepang yang sangat digandrungi oleh pemuda-pemuda
disana dengan berdandan sesuai dengan karakter yang disukainya. Persamaan ini bisa
dilihat dari Crosshijabers yang lebih memiliki sifat yang ingin mencoba merasakan
bagaimana perasaanya ketika ia mencoba mengenakan pakaian lawan jenis,
sedangkan budaya Cosplay sendiri begitu banyak peminatnya hingga meraka menjadi
sangat fanatik pada karakter tokoh anime dan pada akhirnya apabila penggemar
sangat menyukai karakter tokoh yang berbeda gender dengan jenis kelamin
penggemarnya maka mereka akan mengenakan kostum karakter tokoh lawan jenisnya,

hal ini biasa disebut dengan Cosplay Crossdress atau Crossplay.®’

Kronologi tindakan pelecehan seksual oleh Crosshijabers awal mulanya
muncul sendiri yaitu ketika ada seorang yang mengupload sebuah berita tentang
kegiatan crosshijabers yang dipaparkan oleh salah satu akun yang bernama
@sheila_aidi yang mengalami keresahan saat pala pelaku Crosshijabers beraksi. la
menjelaskan bahwa ia melihat salah satu dari Crosshijaber berganti pakaian menjadi
perempuan muslimah dengan memakai cadar, memasuki area privat perempuan
seperti kamar mandi dan masjid. Berita dari iNews membuat masyarakat geger ketika
ada seorang Crosshijabers pula di daerah Sulawesi Tenggara yang menjadi korban
pemerkosaan kenalannya di media sosial, sang pemerkosa tertarik dengan korban

yang memakai hijab yang ternyata adalah seorang laki-laki.*®

Dilansir dari Tribunjabar.id terdapat seorang pria berkumis yang tengah
menyamar menjadi seorang muslimah dengan menggunakan cadar yang membuat
resah para jamaah putri yang ada di Masjid Agung Baiturrahman, Sukoharjo.
Berdasarkan informasi dari salah satu akun yang bernama @info.cegatan.solo
(23/9/2019) pria berkumis tersebut tengah berupaya mengajak jemaah putri untuk foto
bersama, bersalaman bahkan juga berpelukan yang bahkan belum diketahui apa motif
dari perbuatannya tersebut. Menurut tribunjateng.com terdapat dua motif pelaku

tersebut melakukan aksi penyamaran yakni:

Pertama, penyamaran dilakukan hanya sebagai modus belaka untuk dapat

berfoto bahkan memeluk para jemaah putri.

7 Deyina Zenita, dkk, Impresi Media Dalam Perkembangan Minat dan Kehidupan Sehari-Hari
Crossplayer Crossdress Male to Female, (Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi, 10(1) (2020) 817-824)
% Official iNews
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Kedua, sebagai modus untuk melakukan aksi pencurian barang berharga milik
para jemaah masjid. Hal ini terbongkar karena terdapat salah satu warga yang
bernama Ryanto merasa curiga dengan tingkah laku dari seorang jemaah yang
bercadar yang tidak pulang-pulang serta didukung oleh seorang ibu-ibu yang
melaporkan bahwa ada seorang wanita bercadar meminta foto bersama dan peluk-
pelukan. ketika pak Ryanto hendak menyapa wanita bercadar tersebut, wanita itu
justru lari bahkan melepaskan cadarnya sehingga terbukti bahwasanya ia adalah
seorang laki-laki yang tengah menyamar sebagai perempuan dan segera melaporkan
kepada polisi Sukoharjo.

Penyimpangan seksual ini dilandasi oleh keinginan dari individu yang mencari
kepuasaan dalam dirinya hingga membuat hatinya gembira. Menurut Psikolog
Klinis dan klinik AngsaMerah, Inez Kristanti memberikan stigma crossdressing
(Crosshijabers) bisa menjadi penyimpangan seksual yaitu fetish yang merupakan
gangguan psikologi berkaitan hasrat seksual yang cenderung melakukan suatu hal
tertentu dalam hidupnya, memiliki ketertarikan pada benda atau objek tertentu.
Bila seorang pria begitu tertarik untuk melakukan Crosshijabers secara terus
menerus dan berkeinginan untuk menjadi seorang perempuan dapat dikatakan

sudah memasuki ranah identitas gender. *°

Adapun pandangan para ulama tentang kejahatan seksual Crosshijabers
kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Crosshijabers mendapat perhatian
dari ulama Indonesia. Dikutip dari Antara News, ketua Majelis Intelektual dan
Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Wildan Hasan memaparkan bahwa
“Croshijabers hukumnya haram baik karena penyimpangan orientasi seksual
maupun sebagai cara untuk berdekatan dengan perempuan dengan niat yang tidak
baik.Menurut Majelis Tafkir Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis)
mengatakan bahwa Crosshijaber yang dilakukan pria dengan maksud buruk
kepada perempuan maka harus di tindak pidana.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh menjelaskan
Crosshijabers merupakan tidakan yang tidak wajar karena seorang laki-laki harus
berpakaian laki-laki dan perempuan memakai pakaian perempuan. Jika melakukan

penyimpangan maka akan menimbulkan masalah bukan hanya pada agama dan

* Hilda Rubiah, TribunJABAR, kamis 17 Oktober 2019 diakses pada tanggal 28 Desember 2021
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sosial. Menurut Asrorun sendiri yang dapat menimbulkan masalah dalam agama
yaitu:
a. Seorang Crosshijabers laki-laki yang memakai identitas laki-laki begitu
pula sebaliknya.
b. Laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan perempuan yang

berperilaku sebaliknya meskipun dalam bentuk bercanda tetap dilarang.*

Tindakan Crosshijabers sendiri bisa dilaterbelakangi karena iseng untuk
memenuhi kebutuhan di sosial media untuk mencari sensasi untuk menarik
simpatik publik.

Dilansir dalam detik.com terdapat sebuah pengakuan dari seorang
Crosshijabers yang menceritakan awal mula perjalannya menjadi Crosshijabers.
Diceritakan bahwa dalam wawancara dengan reporter detik.com yaitu Irnanda
Shinta Dewi, seorang pria Crosshijabers yang memiliki nama samaran Dini yang
berusia 27 tahun berhasil ditemukan dari beberapa ratus orang yang merupakan
seorang Crosshijabers yang bersedia untuk di wawancarai.

Dini (seorang Crosshijabers) mengaku bahwa ia menyukai Crossdressing
sudah sangat lama sekitar pada tahun 2010 namun belum mendapatkan izin. Mulai
tahun 2013 awal ia baru mendapatkan izin untuk Crossdresser, ia dulu
beranggapan bahwa kenapa seorang perempuan bisa memakai segala macamnya
namun berbeda dengan laki-laki yang terbatas Cuma kaos, celana, jeans, hingga
akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang Crossdresser. Dia menyatakan
dulu sempat ada teman yang sudah melakukan Crossdresser lebih dulu dari dia
dan sudah ada komunitasnya dari tahun 2004-2006. Dini memulai mencoba untuk
menjadi Crossdresser sendiri pada saat tahun 2010 dengan mecoba baju-baju
perempuan milik ibunya dan kakak perempuannya yang memiliki baju yang
banyak dikamar, ia mengaku sempat keluar dari rumah tapi tidak terlalu jauh
tempatnya.

Awal tahun 2013 Dini berani berhijab dan keluar dari rumah, hingga saat ini
orang tua dan masyarakat sekitar tidak ada yang mengetahui. la mengaku sempat
ketahuan oleh ibunya namun ia berhasil membujuk ibunya bahwa ia hanyalah

main-main dan tidak akan serius. Menurut keterangan dari Dini dari hasil yang ia

* Talk show iNews
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lakukan sebagai Crosshdresser sendiri biasa saja tidak ada rasa senang berlebihan
atau apapun, ia hanya mengatakan hasil yang ia peroleh ialah ia bisa keluar dalam
keadaan berbagai gender sehingga memunculkan rasa bangga pada diri sendiri
dari saat keluar rumah, direngah keramaian, kemudian pulang kembali kerumah
dan berangggapan bahwa dia telah sukses melakukan itu tanpa ketahuan siapa
pun.

Dini beranggapan kasus Crosshijabers menjadi viral dikalangan maysrakat
yakni adanya oknum yang memasuki area privat perempuan seperti toilet
kemudian memposting kegiatannya dia dalam toilet perempuan dan jika sudah
begitu dianggap sebagai tindakan yang menyimpang. Dini pun mengakui bahwa ia
pernah memasuki area toilet perempuan disaat keadaan yang begitu mendesak
namun, ia mengatakan bahwa ia tidak memposting kegiatannya sendiri di dalam
toilet tersebut. Alasan Dini kenapa haru memakai hijab, ia mengatakan hanya
ingin saja tidak ada alasan khusus, meski ada juga yang beralasan simple dan
dapat menutupi gender laki-lakinya. Dini tak selalu melakukan secara rutin untuk
Crosshijabers hal ini diperkuat dengan pernyataannya bahwa ia pernah vakum
dari 2017-2018, dan mulai menjadi Crosshijabers kembali pada tahun 2019. la
sempat berpikiran jika melihat seorang perempuan yang bagus penampilannya
maka ia juga merasakan ingin berpenampilan menarik seperti perempuan itu atau
perempuan lainnya yang dianggapnya bagus. Untuk menjadi Crossdresser sendiri
tidaklah mudah harus mengumpuli nyali yang kuat dari jauh-jauh hari
sebelumnya.

Dini memaparkan bahwa Crosshijabers bukanlan LGBT, transgender, gay
seperti perkataan orang-orang, ia menyebutkan bahwa Crosshijabers merupakan
sebuah ekspresi diri saja dan rata-rata para Crosshijabers sendiri masih hetero, ia
juga memiliki seorang kekasih perempuan yang mendukungnya.

Setelah munculnya berita yang viral anggota dari Crosshijabers sendiri sudah
menghilang sedikit demi sedikit, dimulai dari tutup akun, ganti nama, akun di
privat dan dihapus. Jumlah anggota Crosshijabers di Indonesia sangat banyak
hingga mencapai angka 200 anggota dalam grup whatsaap bahkan bisa mencapai
ribuan orang dalam akun facebook dan di akun tersebut memiliki jumlah
followernya bisa mencapai jutaan orang. Angggota Crosshijabers sendiri bukan
dari kalangan yang tidak memiliki pekerjaan, Dini mngatakan bahwa ia juga

bekerja sebagai influencer, komunitas tersebut juga ada yang bekerja sebagai
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guru, eingeneer, polisi, tentara, meskipun dilihat secara fisik mereka tampak kekar
dan gagah namun juga ada yang ikut bergabung dalam komuntas tersebut.

Dini pun menyampaikan bahwa komunitas Crosshijabers tidak ingin terkenal
ataupun diakui, mereka hanya ingin aman, buat santai, dan supaya orang-orang
juga tidak berpikiran macem-macem

Perempuan dan hijab merupakan paket yang komplit dalam Islam yang selalu
memberikan ketegasan dalam Al-Qur’an bahwasannya setiap perempuan muslim
haruslah menutup aurat agar terhindar dari perilaku jahat. Hijab sendiri
merupakan bentuk identitas dari perempuan yang dapat membedakan dengan
seorang laki-laki serta sebagai simbol ketaatan ia pada Allah SWT.

Akhir-akhir ini mulai marak tergantinya fungsi dari hijab sendiri, sebagaimana
seseorang dikatakan memakai hijab namun hanya sebagai formalitas dalam suatu
acara atau pun kegiatan tertentu. Hijab sendiri lebih sering dialih fungsikan
sebagai aksesoris, dimana setiap orang hanya akan berhijab untuk mencari
sebuaah sensai dan dijadikan konten dalam media sosial, tak banyak pula seorang
laki-laki nampak betah dalam menggunakan hijab.

Seorang laki-laki yang menggunakan hijab tentu menimbulkan tanda tanya
besar dan kebingungan dalam masyarakat. Pada dasarnya masyarakat sendiri
terkadang merasa terkecoh dengan seorang laki-laki yang berpakaian muslimah
berhijab dan bercadar yang semula mereka mengira adalah perempuan ternyata
seorang laki-laki. Crosshijabers sendiri dapat di sebut sebagai perbuatan yang
menyimpang, dimana seorang laki-laki lebih merasa nyaman menggunakan
pakaian perempuan berhijab untuk memenuhi haawa nafsunya. Adanya komunitas
Crosshijabers sendiri memberikan efek ketakutan pada masyarakat karena
penyalahgunaan hijab oleh oknum-oknum tertentu dalam perbuatan yang bersifat

negatif.

2) Pencabulan tehadap anak dibawah umur
Tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya menyerang atau
memfokuskan terjadi hanya pada orang dewasa, namun sekarang ini banyak
pula dari tindak pelecehan sesual yang berimbas pada anak-anak yang masih
dibawah umur yang masih mempunyai masa keemasan dalam hidupnya. Tak
jarang pula anak yang menjadi korban pelecehan seksual mengalami rasa

trauma yang begitu pahit sehingga ia akan berubah dari kepribadian ceria
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menjadi lebih tertutup bahkan akan merasakan keadaan was-was dalam
dirinya saat berjumpa dengan lawan jenis. Rasulullah SAW sendiri
menjelaskan pentingnya mengajarkan pendidikan seks pada usia dini, yaitu:
a. Memberi nama yang baik untuk anak
Allah menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan nama-nama
yang indah terhadap anak mereka dan disesuaikan dengan jenis kelaminya
untuk menghindari keraguan atau kesalahan.
b. Mengajarkan Toilet Training pada anak
Dikisahkan dari HR. Ahmad bahwa Rasulullah pernah menggendong
seorang bayi dan bayi tersebut mengompol sehingga nabi menyuruh untuk
mengambil air untuk membersihkannya. Dari sini terlihat jelas bahwa
pentingnya mengajarkan anak untuk pergi ke toilet saat ingin buang air
kecil atau pun buang air besar.
c. Menghitan serta membersihkan kelamin
Dikutip dari sebuah hadits, Abu Hurairah berkata:fitrah itu ada lima yaitu
hitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku dan
mencabut bulu ketiak. Islam menganjurkan kepada pengikutnya untuk
lebih menjaga kebersihan diri dari segala najis yang menempel pada tubuh
baik dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan untuk khitan sendiri dalam
dunia medis sangat dianjurkan bagi siapa saja bukan hanya dikhususkan
untuk seorang muslim namun juga untuk seluruhnya karena khitan sendiri
dapat menyehatkan tubuh.
d. Menanamkan rasa malu pada anak
Masa anak-anak perlu ditanamkan sifat rasa malu sejak dini, orang tua
dianjurkan untuk tidak membiasakan anak untuk bertelanjang di depan
orang lain, serta senantiasa memberikan pengertian kepada anak untuk
menutup aurat.
e. Melarang anak laki-laki menyerupai anak perempuan
Rasulullah SAW melaknat bagi seorang laki-laki yang berpakaian
seperti perempuan, untuk itu dalam usia pertumbuhan anak sebaiknya
berikan mereka pakaian dan mainan sesuai dengan jenis kelaminnya agar
ketika mereka sudah beranjak dewasa lebih mengerti perbedaan anatara
perempuan dan laki-laki serta dapat menjaga jarak dari lawan jeni.

f. Pengajaran pendidikan sex pada anak melalui sholat
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Usia anak yang telah menginjak usia 7 tahun sudah bisa diajarkan
perbedaan antara laki-laki-laki dan perempuan, hal tersebut dapat dilihat
dari barisan shaff sholat yang terdapat batasan antara laki-laki dan
perempuan. Selain itu dapat pula diajarkan tata cara menutup aurat, jika
laki-laki maka batas auratnya dimulai dari pusar hingga lutut sedangkan
perempuan batasan aurat yang wajib ditutupi ialah seluruh tubuh keculai
muka dan telapak tangan.

Memisahkan tempat tidur anak dan melarang anak untuk tidur telungkup

Anak usia 10 tahun akan mulai tumbuh secara naluri seksualnya
sehingga para orang tua harus memberikan perhatian ekstra kepada anak
mereka agar terhindar dari penyimpangan, dekandensi moral, dan
menangkal keburukan. Selain itu anak diajarkan untuk tidak tidur dengan
telungkup selain mengganggu jalannya pernapasan, tidur telungkup
termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT karena tidur telungkup
disimbolkan sebagai gayatidurnya ahli neraka.

. Mengenalkan pada anak waktu berkunjung ke kamar orang tua

Hendaknya seorang anak diajarkan aturan untuk izin memasuki kamar
orang tuanya hal ini dilakukan agar timbulnya sikap sopan santun dan
etika yang baik.

Mendidik anak untuk menjaga pandangan mata

Masa tumbuh kembang anak yang semakin hari semakin bertumbuh
pasti memiliki perasaan suka kepada lawan jenis, namun dalam Islam
sendiri terdapat perhatian khusus untuk para pengikutnya yakni
menundukan pandangan mereka pada lawan jenis agar tidak menimbulkan
rasa hawa nafsu yang berlebihan. Ketika anak sudah bertambah usia dan
teknologi pun semakin maju tak jarang pula mereka dapat membuka baik
itu sengaja atau tidak sengaja sebuah situs yang mengandung unsur dewasa
maka sangat perlu didikan orang tua yang mengajarkan anak mereka untuk
menundukan pandanganya.

Memerintahkan anak perempuan untuk menutup aurat dengan berhijab jika
sudah baligh

Sudah seharusnya bila anak perempuan telah mencapai balight untuk
menutupi aurat karena dengan menutupi aurat seorang perempuan kecil

kemungkinan tidak akan diganggu, dilecehkan, bahkan ketika seorang
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perempuan berhijab sebagai tanda bahwa perempuan sangat sayang pada
dirinya sendiri untuk menjaga dirinya dari perbuatan kejahatan.

Penjelasan diatas merupakan hal yang patut ditiru dari Rasulullah
SAW karena memiliki banyak manfaat serta dapat menghindari adanya
perilaku kekerasan pelecehan seksual.**

Seperti yang dikutip oleh viva.co.id dalam beritanya dilaporkan bahwa
terdapat seorang pendeta di kota Medan yang bernama Benyamin Sitepu
yang telah mencabuli 6 siswi yang mana beliau pada saat itu tengah
menjabat sebagai kepala sekolah dasar swasta.

Pelaku dinyatakan bersalah dengan melanggar Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 17 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 KUHP seperti dakwaan dari Jaksa
Penuntut Umum.terdakwa Bnenyamin dijatuhi hukuman 10 tahun penjara
serta mewajibkannya untuk membayar denda sebesar 60 juta subsider
kurungan pidana 3 bulan, dengan catatan jika tidak sanggup membayar
dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kasus ini muncul
kepermukaan setelah salah satu korbannya melapor pada Maret 2021, ia
mengatakan bahwa pelaku membujuk para korban untuk pergi
keruangannya atau kamar hotel yang telah disewanya kemudian korban
tersebut dipaksa untuk melakukan oral seks.*?

k. Pelecehan seksual pada perempuan di lingkungan kerja

Tindakan kejahatan pelecehan seksual saat ini memandang tempat,
baik itu dilakukan ditempat umum, tertutup, didesa, atau pun dikota.
Banyak pula kasus pelecehan seksual yang sangat marak terjadi salah
satunya kota yang besar dan padat penduduk pun tidak dapat menutup
kemungkinan terjadinya pelecehan seksual yang terjadi pada kaum
perempuan yang telah bekerja dalam sebuah perkantoran maupun industri.
Banyak pula perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dalam
dunia pekerjaan hal ini dikarenakan tidak adanya keseimbangan anatara

laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang memiliki integritas yang tinggi,

a Lely Camelia dan Ine Nirmala, Penerapan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Menurut
Perspektif Islam (Upaya Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan seksual Terhadap Anak Usia Dini
Melalui Penerapan Pendidikan Seks Dalam Perspektif Sunnah Rasul), Karawang, him. 31
a Dikutip oleh Hardayani Triyoga dan Putra Nasution dari Viva.co.id, 29 Desember 2021.
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memiliki karir yang bagus dan memiliki kekuasaan yang besar pun dapat

melakukan perbuatan pelecehan seksual karena perempuan dianggapnya

sebagai kaum inferior dan tidak memiliki potensi yang ungggul sepertinya

sehingga mudah untuk di tindas.

Banyak perempuan yang mengalami tindakan pelecehan seksual dalam

dunia kerja baik itu yang disadari maupun tidak sehingga dianggap sebagai

hal yang wajar. Bentuk pelecehan yang sering dialami oleh perempuan

dilingkungan kerja ialah:

a.
b.
C.
d.

Komentar seksual
Sikap seksual
Sentuhan seksual
Tekanan relasional

Pelecehan seksual dalam dunia kerja sendiri tidak dapat dipungkiri jika

hal-hal tersebut benar terjadi, perempuan yang dianggap lemah akan kekuatan

dan tidak memiliki posisi jabatan yang tinggi akan menjadi korban dari pelaku

pelecehan seksual. Selain hal tersebut jumlah para pekerja yang lebih banyak

dari jumlah perempuan pun dapat mempengaruhi adanya penyerangan

pelecehan seksua

|-43

B. Penegakan Hukum Islam Tentang Pelecehan Seksual

Berdasarkan hukum Islam pelecehan seksual yang termasuk dalam kategori

perzinaan merupakan perbuatan yang beresiko dosa besar, yang dimaksud dalam

perbuatan perzinaan yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau

perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami

atau istrinya.

Dalam hukum Islam juga terdapat kaidah-kaidah Figh didalamnya yang dijadikan

pedoman umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dalam

kehidupan sehari-hari yang berlandaskan dari Al-Qur’an dan Hadits. Imam Al-Qarafi

yang merupakan seorang ahli hukum islam bermadzhab Maliki, membagi Ushul asy-

syariah (dasar-dasar penetapan hukum Islam) itu menjadi dua bagian, yaitu:

* Fiana Dwiyanti, (2017). Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor
Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). Jurnal Kriminologi Indonesia, 10(1)
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a. Ushul figh, kaidah-kaidah yang digunakan para ulama untuk menetapkan

hukum-hukum Islam baik dalam aspek kebahasaan ataupun metode-metode

penalaran.

b. Qawaid fighiyah, kaidah-kaidah yang mencakup sebagian cabang masalah-

masalah figh yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian kasus hukum

yang muncul di sekitar masyarakat.

Kaidah-kaidah figh merupakan terjemahan dalam bahasa Arab vyaitu al-

qawa’id al-fighiyah yang berarti dasar, atau patokan. kaidah figh dapat diartikan

sebagai dasar-dasar, atura, atau patokan yang bersifat umum berkaitan dengan

masalah-masalah yang termasuk dalam figh dan merupakan bentuk generalisasi figh

yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam mentapkan hukum-hukum figh yang

tercakup dalam kaidah tersebut. Sedangkan Ushul Figh merupakan kaidah-kaidah figh

yang dirumuskan oleh berbagai redaksi-redaksi yang berbeda. Ushul figh merupakan

aturan-aturan umum yang menjadi sandaran dalam penetapan suatu hukum figh yang

berpusat pada aspek Al-Quran dan Sunnah dapat diartikan juga sebagai kaidah

istinbathiyah dan kaidah lughawiyah.

Fungsi dari gawaid fighyah bagi para pemikir hukum Islam, yaitu:

1)

2)

3)

Kaidah figh dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan
berbagai masalah-masalah figh dikehidupan masyarakat dengan
mengkategorikan masalah-masalah serupa dalam satu ruang lingkup
kaidah.

Sebagai alat untuk menafsirkan nash-nash untuk dijadikan penetapan
hukum, khususnya yang termasuk dalam kategori ma lam yu’lam min ad-
din bi ad-dharurah, yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara
tegas dalam Al-Qu’an dan Hadits karena masih bersifat zanni.

Figh merupakan pengetahuan untuk dapat melakukan persamaan
permasalahan antara masalah yang satu dengan lainnya yang serupa.**

Penjelasan berkaitan dengan gawaid fighyah permasalahan yang berkaitan

dengan perbuatan pelecehan seksual pun dapat diatasi. Kaidah figh yang digunakan

ialah:

* Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fighiyah (Kaidah-Kaidah Figih), (Palembang: CV. Amanah), 2019, him.

20
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L 5105 5 ade ga 55 a4l
Artinya: hukum itu berputar bersama ‘ilattnya, ada dan tidak adanya hukum.

Dari kaidah diatas dapat dipahami seseorang dilarang melakukan pelecehan
seksual terhadap yang bukan mahramnya (tidak ada ikatan sah pernikahan) tetapi,
seseorang boleh melakukan hubungan seksual apabila dua lawan jenis sudah memiliki
ikatan pernikahan yang sah. ‘Ilat adalah suatu hal yang besifat pasti yang dapat

dijadikan sebagai hukum yang bersifat mengikat baik ada atau tidak ada hukum.*

Perbuatan zina sendiri memiliki dua unsur. Pertama adanya persetubuhan oleh
dua orang yang berbeda kelamin serta tidak adanya ikatan sah pernikahan diantara
keduanya. Kedua, tidak ada kekeliruan atau keserupaan dalam perbuatan seks tersebut
. Islam melarang adanya perzinaan karena apabila seseorang melakukan perbuatan
zina maka ia akan dijatuhi hukuman berupa:

a. Jika pelakunya sudah menikah dan melakukan perbuatannya secara suka rela
tanpa adanya pemaksaan maka dijatuhkan hukuman berupa di cambuk sebanyak
100 kali kemudian dirajam.

b. Jika pelakunya belum menikah maka cukup di dera sebanyak 100 kali kemudian
diasingkan selama satu tahun.*®

Hukuman yang diberikan pada pelaku perzinaan harus memiliki bukti yang
kuat yaitu dengan adanya saksi yang memberikan keterangan sebenar-benarnya.

Saksi yang harus dihadirkan dalam mengusut kasus perzinaan adalah berjumlah 4

orang yang semuanya adalah laki-laki. Dalam hukum islam perempuan korban

dari tindak kejahatan pemerkosaan tidak dapat dijatuhi hukuman didera maupun
dirajam karena ia merupakan korban perbuatan zina dan perbuatan tersebut
bukanlah perbuatan yang dikehendaki dirinya sendiri.*’

* Ibid. HIm. 149

*® Rahmawati, Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Hukum Islam, Jurnal AN NISA’A, Vol. 8., No.1, 2013:13-26

*’ Ririn Isna Maghfiroh dan Ashif Az-zafi, Eksistensi Figh dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia,
Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol. 18, No.1, 2020, h. 102-107
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BAB 1V

ANALISIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA

A. Analisis tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di Indonesia dalam
Hukum Positif

1. Sanksi pelaku pelecehan seksual dalam hukum positif

Kejahatan seksual merupakan tindakan yang harus dibahas secara serius

dan tidak bisa dianggap enteng mengingat bertambahnya angka pelecehan

seksual di tiap tahunnya, hal ini membuat para perempuan merasa tidak aman

dan dihinggapi oleh rasa takut. Komnas perempuan mengidentifikasi terdapat

14 jenis kejahatan terhadap seksual yang perlu diperhatikan secara baik,

diantaranya:

a.
b.

o o

o Q —H~ o

Perkosaan

Pelecehan seksual

Ekploitasi seksual

Penyiksaan seksual

Perbudakan seksual

Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan
Prostitusi paksa

Pemaksaan kehamilan

. Pemaksaan aborsi

pemaksaan perkawinan

Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan deskriminasi perempuan

lewat aturan

. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan

Pelecehan seksual (perbuatan cabul) dalam KUHP sendiri diatur dalam

Buku Kedua tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281-Pasal 303) yang

diartikan segala perbuatan yang melanggar norma kesopanan/kesusilaan dapat

dikatakan sebagai perbuatan cabul. Menurut R.Soesilo peruatan cabul ialah

“segala bentuk tingkah laku pelanggaran norma kesopanan itu terbentuk

karena keinginan birahi kelaminnya, seperti berciuman, mengelus bagian intim
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korban, menyentuh payudara korban, dan sebagainya yang memiliki

keterkaitan™.

Unsur penting dalam pelecehan seksual adalah adanya keinginan atau
penolakan pada apapun segala bentuk-bentuk yang mengarah pada sifat
seksual. Sebagai contoh bersiul ketika ada orang lewat di depan mata,
melontarkan perkataan jorok kepada orang yang bersifat seksualitas dan
perbuatan tersebut menuai penolakan dalam diri si penerima maka dapat

dikatakan sebagai perbuatan cabul.

Pasal 290 KUHP dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan
dapat dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Hal ini pernah terjadi di
Indonesia yaitu Pengadilan Sungailiat, Bangka, pada 12 Oktober 2016
memvonis felix (22 tahun) menjalani hukuman penjara lima tahun karena
melakukan pelecehan seksual yakni meremas payudara perempuan berusia 16
tahun. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang-Undang
tentang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014).

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dijelaskan pellecehan
seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut: “kekerasan

seksual sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf ¢ meliputi:

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Ancaman hukuman pidana yang mencakup perbuatan pelecehan seksual

ialah 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.36 juta (untuk pasal 8 huruf a,

15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 12 juta (untuk Pasal 8 huruf b).

2.

Pembuktian Tindakan Seksual

Menurut Van Bemmellen yang dikutip oleh Mulyatno, proses
pembuktian adalah memberikan kepastian hukum yang layak menurut akal
tantang (a) apakah hal-hal tertentu benar tejadi, dan (b) apakah sebab dari hal
tersebut. Sedangkan Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa
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pembutikan merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atas suatu
peristiwa yang terjadi, sehingga dapat diterima oleh akal dari pembenaran

peristiwa yang terjadi.*®

Pembuktian dalam hukum pidana terdapat pada Pasal 184 UU. No 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang terdiri atas lima

macam alat bukti, yakni:

1) Keterangan saksi
2) Keterangan ahli
3) Surat

4) Petunjuk

5) Keterangan terdakwa

Dalam pembuktian tentu terdapat alat bukti atau barang bukti yang bisa
memberikan bukti yang kuat dalam berbagai kasus tindak pidana. Menurut
Andi Hamzah barang bukti merupakan barang mengenai delik yang dilakukan
(obyek delik) dan barang yang digunakan dalam melakukan delik. Meskipun
secara yuridis barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak sah, akan
tetap dalam praktek hukum atau peradilan dapat berubah dan berfungsi
sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukan adanya hubungan antara alat
bukti dan barang bukti.

Barang bukti sangat membantu dalam proses persidangan guna
mencari kebenaran materiil atas suatu peritiwa kejahatan hal ini tercantum
dalam Pasal 181 KUHAP:

(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada tedakwa segala barang bukti
dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda tersebut dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-
Undang ini.

(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada

saksi.

*® Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP, (Jakarta:Fasco,1978), him. 11
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(3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang
membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa

atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Komnas Perempuan mencatat terjadi 520 kasus di tempat publik dan 137
kasus di area sekitar yang dilaporkan pada tahun 2019. Hasil survei oleh Koalisi
Ruang Publik Aman (KRPA) terhadap 62.224 responden pada 2018, menemukan
3 dari 5 perempuan dan 1dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di
area publik. Yaitu dijalanan umum sebesar 28,22 persen dan tranportasi umum
sebanyak 15,77 persen. Dari survei yang dilakukan oleh KRPA terdapat delapan

belas bentuk pelecehan seksual yang terjadi diarea publik, seperti:

1) Digesek dengan alat kelamin
2) Diraba

3) Disentuh

4) Diikuti

5) Didekati secara agresif
6) Diperlihatkan kelamin
7) Masturbasi publik

8) Diintip

9) Gestur vulgar

10) Difoto

11) Main kedip mata

12) Komentar seksis

13) Rasis

14) Siulan

15) Komentar atas tubuh
16) Komentar seksual

17) Diklakson

18) Suara kecupan

Pelecehaan sekseual dapat di identifikasikan dalam perbuatan yang tidak

diinginkan, diantaranya:

a) Sentuhan fisik seperti mencium, memeluk, meremas, menggesek alat kelamin
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1)

2)

b) Mengintip bagian tubuh atau aktivitas pribadi baik langsung maupun
mengguanakan alat

¢) Mengeluarkan atau memamerkan alat kelamin di muka umum

d) Mengirimkan gambar atau video berkonten pornografi melalui sosial media

e) Menguntit yang mengganggu privasi orang untuk memenuhi nafsu kepuasan
seksual

f) Mengucapkan kata-kata yang merendahkan atau pembicaraan yang mengarah
pada seksual

g) Mengajak berhubungan seksual eksplisit ataupun implisit

Kasus yang berkaitan pencabulan atau pemerkosaan dilakukan pembuktian
dengan cara visum et repertum yaitu surat keterangan atau laporan dari seorang ahli
mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya pemeriksaan pada mayat
guna dijadikan sebagai pembuktian di pengadilan, sebagai mana diatur dalam Pasal
187 huruf ¢ KUHAP, yang berbunyi:

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi

daripadanya.”

Dalam Undang-Undang tidak ada ketentuan tindak pidana pelecehan seksual
hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana yang
melanggar kesusilaan yang tertuang dalam (Pasal 281-Pasal 296) yang memiliki

ketentuannya dan hukuman pidananya masing-masing, seperti:

Pasal 281

Diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, berbunyi:

a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan
dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Pasal 282

a. Barang siapa menyiarkan,mepertunjukan atau menempel di muka umum tulisan,
gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau
barang siapa dengan maksud untukdisiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan

dimuka umu, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya

121



3)

4)

5)

6)

dalam negeri, meneruskannya, mengeluarakannya dari dalam negeri, atau
memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan
mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa
diperoleh diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau
pidana denda paling tinggi Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.

b. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukakan atau menempelkan dimuka umum
tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa
dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,
membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari
negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang sisapa secara terang-terangan
atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk
sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga,
bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana
paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima
ratus Rupiah.

c. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai
pencarian atau kebiasaaan, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan
atau pidana denda paling banyak Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah.

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286

Diancam hukuman penjara paling lama sembilan tahun, yang berbunyi:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui

bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tak berdaya.”

Pasal 289

Diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, yang berbunyi:

“ Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 290

Dianacam hukuman penjara selama-alamanya tujuh tahun, yang berbunyi:
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7)

8)

(1) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal
diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

(2) Barang siapa melakukan perbuatan pencabulan dengan seseorang, sedang
diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15
tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya
untuk kawin.

(3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus
disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup berumur 15 tahun atau kalau
tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya untuk kawin, akan
melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya pebuatan cabul, atau akan
bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 291

a. Jika salah satu kejahatan berdasrkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan
luka-luka berat, maka dijatuhi hukuman pidan penjara paling lama dua belas
tahun.

b. Jika salah satu kejahatan berdarkan pasal 285, 286,287, 289, 290 mengakibatkan
kematian, dijatuhi hukuman dengan diancam pidana penjara paling lama lima
tahun.

Pasal 292

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa.”
Di Indonesia terdapatdua kategori dalam pelecehan seksual, yaitu:

a. Pelecehan seksual ringan, yaitu pelecehan seksual yang bersifat ringan

b. Pelecehan seksual berat, yakni pelecehan dalam bentuk pemerkosaan, pencabulan.

Yang menjadi permasalahan di sini ialah tindak pidana pencabulan hanya
memuat perbuatan seksual yang berupa fisik dan tidak memuat perbuatan seksual
non-fisik. Contoh perbuatan seksual yang berupa mengintip seseorang tidak ada pasal

yang dapat dikenakan karena dianggap bukan merupakan tindak pidana.

Indonesia sendiri mengalami kekosongan hukum dalam kasus pelecehan
seksual non-fisik, melalui RUU Penghapusan kekerasan Seksual (2017) yang

mendfinisikan:
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“Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-
fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang terkait
hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain menjadi terintimidasi, terhina,

atau dipermalukan”.

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual menurut KUHP, didalam KUHP

Pasal 10 terdapat dua jenis hukuman sebagaimana yang tercantum, diantaranya:
Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan
b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

1) Pidana mati, merupakan pidana yang dilakukan oleh algojo ditempat gantungan
dengan menyertakan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana
kemudian dijatuhkannya papan yang digunakan terpidana sebagai pijakan kaki.

2) Pidana penjara, yaitu pidana yang batas waktunya bisa seumur hidup atau
sementara ditentukan dari minimum dam maksimum lamanya penjara berjumlah
15 tahun atau 20 tahun untuk batas yang paling akhir.

3) Pidana denda, ialah pidana yang dianggap sebagai alternatif dengan hukuman
kurungan hampir semua pelanggar hukum dalam Buku Il KUHP , terhadap semua
kejahatan ringan. Hukuman denda diancam sebagai alternatif dengan hukuman
penjara, pidana denda paling seidikittiga rupiah tujuh puluh lima sen.(UU No. 15
(Prp) tahun 1960 jika denda tidak dibayar maka ankan diganti dengan pidana

kurungan.

Hukum Indonesia untuk saat ini masih berat sebelah atau bisa dikatakan

tumpul keatas namun tuncing kebawah yang memiliki arti bahwa hukum di Indonesia
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masih kurang tegas dalam upaya penegakan hukum dan hanya mendukung dari
kalangan atas sedangkan pada rakyat kecil hukum indonesia lebih tajam dan tegas
dalam pemberian hukuman. Hal ini pula yang menyebabkan kesenjangan dalam
hukum sehingga masyarakat tidak lagi percaya pada hukum, rakyat kecil meminta
keadilan pada hukum dalam sebuah permasalahan tindak pidana namun mereka pula
yang terkena imbasnya, sedangkan dari kalangan masyarakat atas berleha-leha

meskipun merka terkena kasus permasalah yang sama.

Untuk mengatasi adanya kecemburuan dalam hukum maka seharusnya
Indonesia sudah dapat membuat Undang-Undang baru yang lebih, lengkap, komplek,
merata dan tidak pandang bulu. Kini pemerintah Indonesia tengah berusaha untuk
menyempurnakan RUU (Rancangan Undang-Undang) yang baru namun belum bisa

terealisasikan karena masih menimbulkan pro dan kontra dalam isi RUU tersebut.

Dengan adanya penundaan RUU maka kasus pelecehan seksual sendiri tidak

akan sampai

keranah hukum akibat dari kekosongan hukum tersebut, sehingga dampak
terbesarnya ialah meningkatnya angka pelecehan seksual non-fisik yang dianggap
sebagai suatu hal yang lumrah dan tidak perlu dibawa ke jalur hukum yang membuat

para korban semakin tak berdaya untuk melawan dan mendapatkan keaadilan.
. Analisis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Indonesia dalam Hukum Islam

Pemidanaan atau penjatuhan hukum pidana dalam Islam disebut sebagai
uqubah. Ugubah merupakan bentuk pembalasan bagi seseorang atas perbuatannya
yang melanggar ketentuan syara’ yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya
untuk kemaslahatan umat manusia bersama. Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan
hanya sekedar pembalasan tetapi memili tujuan lain seperti pencegahan, perbaikan,
dan sebagai pendidikan untuk masyarakat.*® Uqubah sendiri tebagi menjadi tiga
macam yaitu uqubah hudud, uqubah qgisas, dan diat dan uqubah ta’zir. Adapun dasar

hukum dari uqubah menurut lbnu Taimiyah adalah surrah An-Nisa’ ayat 58:

Sl 1 34885 G QD G 2ia&a )

* satria Efendi M.Zein, “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan
Penerapannya Masa Kini,” in Mimbar Hukum (Jakarta al-Hikmah,1996), him. 32
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Artinya: Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil.

Ditinjau dari segi pertalian antara hukum yang satu dengan yang lain, maka

hukuman dibagi menjadi empat jenis, diantaranya ialah:

1. Hukuman pokok (‘Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk
jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman gishas untuk
kasus pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukum
potong tangan untuk jarimah pencurian.

2. Hukuman pengganti (‘Uqubah Badaliyah), yaitu hukuman yang menggantikan
hukuman pokok bila tidak dapat dilaksanakan karena sah, contohnya diat (denda)
sebagai pengganti hukuman qishash atau hukuman ta’zir sebagai pengganti
hukuman had atau hukuman gishash yang tidak dapat dilakukan.

3. Hukuman tambahan (‘Uqubah Taba’iyah), yaitu hukuman yag mengikuti
hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti hukuman
pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah gadzaf
(menuduh orang lain berbuat zina), disamping hukuman pokoknya berupa jilid
dera sebanyak 80 kali.

4. Hukuman pelengkap (‘Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman yang mengikuti
hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim,
contohnya yaitu mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

Dilihat dari berat ringannya hukuman dalam kekuasaan hakim, maka hukuman
dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas
teringgi atau terendah seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (delapan
puluh kali atau seratus kali). Hal ini bermakan bahwasannya hakim tidak
berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman
tersebut hanya stu macam.

Kedua, hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas
terendah.hal ini menjelaskan bahwa hakim diberi kewenangan dan kebebasan
untuk memilih hukuman yang sesuai antara hukuman kedua batas tersebut, seperti

hukuman penjara atau jilid.
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Ditinjau dari keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, yang

dibagi menjadi dua macam:

a. Hukuman yang sudah ditentukan (‘Uqubah Mugaddarah), yakni hukuman
yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara’ dan hakim berkewajiban
untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya
dengan hukuman yang lain. Hukuman ini biasa disebut hukum keharusan
(‘Uqubah lazimiah) karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya
atau memaafkannya.

b. Hukuman yang belum ditentukan (‘Uqubah Ghair Mugaddarah), yakni
hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari
sekumpulan hukuman yang telah ditepakan syara’ dan menentukan
jumlahnya kemudian disesuaikan dengan pelaku perbuatannya. Hal ini biasa
disebut hukuman pilihan (‘Uqubah Mukhayyarah), karena hakim

diperbolehkan untuk memilih hukuman apa yang akan dijatuhkan.

Berkaitan dengan pelecehan seksual dalam hukum Islam tidak terdapat aturan
dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan pelecehan
seksual, karena pada dasarnya dalam Al-Qur’an istilah dari pelecehan seksual tidak
dapat ditemukan. Hal ini mendorong para ulama Islam untuk melakukan ijtihad guna
menghasilkan ketentuan hukum pada permasalahan yang tengah dihadapi tentu
dengan merujuk pada Al-Qur’an dan Hadits. Dan hasil dari ijtihad para ulama

ditemukan adanya suatu produk hukum yaitu takzir.

Dilihat dari perspektif hukum pidana Islam kejahatan pelecehan seksual dapat
dikatakan bentuk dari jarimah ta’zir karena berkaitan dengan kehormatan. Islam
sendiri tidak dijelaskan secara detail berkaitan hukuman dari tindakan pelecehan
seksual, namun pelecehan seksual sendri merupakan salah satu bentuk dari zina dan
terkena ‘uqubah jarimah Takzir yang hukumannya diserahkan pada hakim®°. Adapun

yang termasuk macam-macam hukuman takzir, diantaranya:

1. Hukuman bunuh

*% Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Filosofi ‘Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti
(Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia, (Romangpolong:Alaudin University
Press, him.77)
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Yaitu hukuman yang berlaku untuk kasus tindak pidana yang besar dan satu-
satunya cara untuk pemberian hukuman ialah dengan dibunuh. Seperti, pengedar
narkoba, seorang mata-mata.

2. Hukuman dera
Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku yang biasa melakukan tindak pidana
takzir.

3. Hukuman penjara
Hukuman yang bersifat bisa terbatas dan tidak terbatas dalam waktunya, hal ini
putusan hakim melihat dari sesuai dengan yang disyariatkan hukuman’
Hukuman pengasingan

Hukuman salib

4

5

6. Hukuman peringatan
7. Hukuman pengucilan dalam pergaulan
8. Hukuman pencelaan

9. Hukuman ancaman

10. Hukuman pencemaran nama baik

11. Hukuman denda

Dapat dilihat dari penjabaran diatas untuk hukuman yang berupa penjara
kurungan, pengasingan merupakan pelecehan seksual yang berat. Hukuman yang
telah diberikan dapat dilihat dari seberapa besarnya tindakan pelecehan seksual
tersebut. Adanya penjatuhan hukuman takzir dirasa dapat membuat pelaku menjadi

jera dalam perbuatannya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai tata cara dalam proses dera, Yyaitu
pendapat Imam Malik yang menyatakan yang menjadi bagian dera ialah punggungnya
serta sekitarnya dan harus menanggalkan baju yang ia kenakan. Menurut Imam Syafi’i
hukuman dera dapat diberikan diseluruh tubuh kecuali muka dan kepala serta harus
menanggalkan baju. Sedangkan menurut Abu Hanifah, pelaksanaan hukuman dera
dilakukan seluruh tubuh kecuali kelamin, muka, dan kepala serta harus menanggalkan

baju.**

>t Syamsul Huda, Zina dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (kediri: Hunafa:
Jurnal Studia IsImika, vol. 12, No. 2, Desember 2015:377-397).
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Dalam hukum Islam ditemukan adanya beberapa ‘illat (alasan) yang
menyebabkan perzinaan dianggap sebagai jarimah yang tercela, merusak moral dan
merpakan dosa yang besar. Abdur Rahman I menjelaskan bahwa yang menjadi ‘illat
(alasan) dari zina, ialah:

a. Zina dipandang suatu perbuatan yang dapat merusak tujuan disyariatkannya
hukum Islam yaitu terpeliharanya kesucian keturunan manusia. Apabila hukum
Islam membiarkan perbuatan zina secara bebas maka semakin banyak kehamilan
diluar nikah sehingga merusak garis keturunan sah antara anak dan orang tua,
bukan itu saja melainkan akan ada banyaknya perempuan yang melakukan aborsi,
hal ini tentu merusak moral manusia.

b. Zina merupakan perbuatan yang dianggap dosa terbesar dari 3 dosa lainnya
setelah syirik dan pembunuhan.

c. Dalam pandangan Islam zina merupakan pintu gerbang untuk tindak pidana yang
lainnya, adanya perbuatan zina dapat mempengaruhi tindak pidana pembunuhan,
pencurian, hancurnya keluarga, serta dapat menyebabkan penyakit menular seperti
AIDS.

Perzinaan merupakan hal yang tidak patut untuk ditiru karena sangat merugikan

bagi umat manusia, seperti yang dijelaskan oleh Firman Allah SWT:

Yot s W 5a2a B GRS S 31058 Y 5

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan
keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra:32)

Berdasarkan makna mufassir dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah
SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk menghidar dari perbuatan zina karena
merupakan salah satu perbuatan keji yang merugikan umat manusia. Hukuman yang berlaku
untuk pelaku perzinaan ialah had yaitu hukum yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang
menyangkut hak Allah SWT.

Adapun upaya Pencegahan Kekerasan Seksual yang harus dilakukan.
Permasalahan yang berkaitan dengan pelecehan seksual tidak akan ada habis bila
belum ada upaya dalam pencegahan kekerasan seksual itu sendiri. Korban yang
mengalami tindak pelecehan seksual terkadang merasa bingung cara menyikapinya
untuk menemukan sebuah solusi. Salah satu permasalahan tersebut terjadi karena

kurang adanya wadah pengaduan pelecehan seksual yang masih dianggap remeh.
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Upaya yang harus dilakukan ialah menyediakan suatu Lembaga Bantuan Hukum yang
menaungi untuk mengusut kasus tersebut guna memberikan saran dan bantuan hukum
bila terjadi hingga ketahap yang fatal berupa kekerasan pelecehan seksual.
Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak perlu takut dan malu untuk

melaporkan tindak kejahatan yang telah dialaminya.

Perlu adanya Undang-Undang baru dalam konteks pelecehan seksual untuk
lebih menjelaskan lebih spesifik dan lebih terperinci lagi karena selama ini Indonesia
masih menggunakan Undang-Undang yang diturunkan dari Belanda yaitu KUHP.
Dengan adanya Undang-Undang baru diharapkan membawa angin segar bagi para
korban untuk mendapatkan keadilan yang tak memihak siapapun yang bersifat sama
rata. Pencegahan kekerasan seksual dapat lebih efektif bila terdapat kerjasama dari
berbagai individu untuk saling menjaga satu sama lain untuk memerangi tindak
kejahatan tersebut. Salah satu cara upaya untuk memerangi kejahatan pelecehan
seksual yaitu dengan menanamkan budaya kemanusiaan dalam lingkungan sekitar
serta kesdaran untuk memanusiakan manusia itu sendiri untuk mencegah kekerasan

seksual.®?

Indonesia tengah membuat Undang-Undang baru Yakni RUU PKS yang dapat
memberikan angin segar, pada tahun sebelumnya RUU KUHP tersebut sudah
disebarkan oleh Pemerintah namun memiliki pro dan kontra dari masyarkat berkaitan
dengan masalah yang sangat krusial. Pasal yang menjadi kontroversi dari RUU KUHP

yang menjadi perbincangan dikalangan masyarakat, yaitu:

1. Ayam peliharaan masuk dan makan dikebun orang dijatuhi denda 10 juta

2. Hidup gelandangan dikenakan 1 juta

3. Pelaku santet dijatuhi hukum penjara 3 tahun

4. Suami perkosa istri sendiri dijatuhi hukuman 12 tahun penjara

5. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar pernikahan
dipenjara 6 bulan

6. Penjahat diatas 75 tahun tak dijatuhi hukuman

7. Perkosa hewan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara paling lama

8. Bersikap tidak hormat pada hakim dipenjara 5 tahun

> Wiwid Adiyanto, Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya
Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis, (Jurnal Pengbdhi, Vol. 6, No. 2 Oktober 2020,
HIm.82
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9. Kenakalan para bad boy dikenakan hukuman pidana denda 10 juta

10. Pengkritik presiden dijatuhui hukuman 6 bulan penjara

Dalam hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki kesamaan yaitu
terdapat ketidakjelasan atau kurang kompleks dalam membaha tindak pidana
pelecehan seksual. Dalam hukum positif yang diatur dalam KUHP sendiri untuk
pemberian sanksi pidana pelaku pelecehan seksual belum terdapat pasal yang memuat
secara lebih spesifik dan lebih luas terhadap pelecehan seksual baik yang bersifat fisik
maupun non-fisik. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri dalam pemberian sanksi
pidana pelaku pelecehan seksual harus dilakukan dengan cara para ulama melakukan
ijtihad karena dalam Al-Qur’an tidak ada yang menerangkan secara mendalam
perbuatan pelecehan seksual sehingga setelah para ulama ijtihad munculah sebuah
sumber hukum bahwa pelecehan seksual merupakan yang dapat dikenai sanksi ta’zir

yang diserahkan pada penguasan atau hakim yang ada.

Adapun upaya untuk terhindar dari perbuatan pelecehan seksual ialah
melakukan training kepada anak sejak dini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW
agar kelak jika ia dewasa dapat mengerti hakikatnya perbedaan antara laki-laki dan
perempuan. Untuk menyadarkan orang yang sudah terlanjur mencintai atau
menganggap dirinya telah nyaman berada di zona lawan jenis yang dimilikinya maka
diupayakan untuk diadakan penyuluuhan-penyuluhan berkaitan dengan pelecehan
seksual. Bersama masyarakat yang saling bahu membahu dan tidak individulis tentu
masalah seperti ini dapat teratasi. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum
sendiri ialah masih lemahnya Undang-Undang dalam memberikan perlindungan
terhadap korban pelecehan seksual, tidak ada keterusterangan dari korban untuk
memaparkan kronologi terjadinya pelecehan seksual yang dialaminya, bila korban
terlambat melaporkan tindakan pelecehan yang dialaminya maka akan susah dalam

mendapat bukti-bukti berkaitan pelecehan seksual tersebut

Aparat hukum pun ikut serta dalam menumpas kejahatan yang dilakukan oleh
oknum pelecehan seksual yang nekat memasuki wilayah privat perempuan atau
melakukan tindakan tak senonoh haruslah cepat ditangkap dengan tidak menganggap
remeh masalah tersebut, demi kepentingan preventiv, yaitu kasus yang sedang terjadi

dianggap sebagai kewajaran, sehingga orang yang asalnya ingin seperti itu namun
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masih memiliki keraguan dalam melakukan pelecehan seksual karena takut dan

munculnya pembiatan maka dapat merusak tatanan sosial.
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BAB V
PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub-sub bab

yang meliputi, simpulaan, saran-saran dan penutup.

A. Simpulan

Dari uraian yang terdapat dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil simpulan bahwa:

1. Undang-Undang melarang keras tindak kejahatan pelecehan seksual karena
dianggap mengganggu orang lain terdapat aturan yang berlaku tertuang dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dijelaskan bahwa kejahatan
pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan termasuk mengandung tindak
percabulan yang diatur dalam Buku Il Bab X1V, Pasal 289-296 KUHP. Dalam
Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dijelaskan bahwasanya tindakan
pelecenan seksual tidak diperkenankan dan akan menimbulkan sanksi tegas
terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual berupa pidana penjara. Terjadinya
kekosongan hukum terkait kejahatan sesual non-fisik sehingga korban tidak
memiliki kuasa penuh untuk membela diri demi keadilan. Penegakan hukum di
Indonesia memerlukan kerja sama antara masyarat dengan dengan aparat penegak
hukum untuk terciptanya Undang-Undang yang lebih kuat dan fokus terhadap
korban pelecehan seksual. Pemerintah di Indonesia, tengah membuat Undang-
Undang baru yaitu RUU PKS yang akan segera disahkan untuk melindungi dan
mensejahterakan rakyat yang menjadi korban pelecehan seksual.

2. Pelecehan seksual dalam dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan
zina. Hukum Islam melarang adanya perzinaan sebagaimana  Firman Allah
SWT berfirman:

Mo e W 5aa B GRS M EEY 5

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan
keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra:32)

Larangan berbuat zina bagi umat Islam yaitu untuk menghindari mudharat yang
terjadi, zina merupakan salah satu perbuatan keji yang buruk dan perbuatan yang
dapat membuka gerbang perbuatan jahat yang lainnya seperti pembunuhan,

pencurian, kehancuran keluarga. Hukuman bagi pelaku perzinaan ialah hukuman
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takzir yaitu berupa didera. Perzinaan yang dilakukan oleh muhson maka dikenakan
dera sebanyak seratus kali dan juga dirajam, hukuman mati dengan cara melempar
batu dan disaksikan oleh banyak orang. Sedangkan perzinaan yang dilakukan oleh
ghoiru muhson ialah didera sebanyak seratus kali dan pengasingan selama setahun.

. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis:

1. Untuk pembuatan RUU Indonesia semoga dapat terus berkembang menjadi
lebih baik, lebih kompleks dan terperinci dalam upaya penegakan hukum
sehingga dapat terciptanya keamanan dan kesejahteraan di Indonesia.

2. Dengan dukungan yang besar dari kalangan masyarakat penegak hukum dapat
berkembang secara luas dan lebih mendalam, serta peran ulama yang sangat
penting dalam penanganan kasus yang menyimpang dari ajaran Islam dapat
membuat masyarakat lebih mengetahui dampak buruk suatu perbuatan.

3. Penegak hukum dan para ulama bisa bekerja sama dalam menuntaskan
permasalahan kehidupan yang didalamnya terdapat unsur tindak pidana demi

kepentingan bersama masyarakat Indonesia.

. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan
taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikanpenulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikianitu sudah
barangtentu dapat dimaklumi karena kedhaifan atau keterbatasan ilmu dan
pengetahuan penulis. Oleh karena itu penuli deangan lapang dada menerima Kritik
yang membangun dan saran-saran dari berbagai pihak demi menyempurnakan

penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan do’a semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi
ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Aamiin.
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